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ABSTRAKSI

Penulis ddam menyusun skrips ini menulis tentang pekerja seks komersd.
Pekerja seks komesd di Indonesa, khususwya di Kabupaten Mdang makin
marak dengan meningkatnya jumlah pekerjanya balk anak maupun dewasa yang
menawarken diri di jdanan, wdaupun tdah dilakuken antiSspas seperti razia den
peraturan dagrah yang mengatur tentang progtitud, namun nampaknya tidak
banyak pengaruh. Bagamana sebenarnya proses peradilan terhadgp PSK  yang
menawarkan diri di jdanan dan gpa yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya
ddan menjaunkan sanks  sehingga tidek banyak  berpengaruh terhadep
penekanan jumlah PSK. Penulisan skrips bertujuan untuk mengetahui bentuk atau
kriteria dari PSK yang menawarken diri di jdanan yang membedakan dengan
yang menawarkan diri di jdan. Dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum
ddam menjaiunkan sanks pidana terhedap terdekwa PSK.  Penulisan  ini
dimaksudkan secara teoritis dapat menjadi wacana dan bahan referens dan secara
praktis dgpat membuka mata bahwa bisnis progitus makin marak dan tidak hanya
menjaring PSK sga untuk memperlihatkan bahwa perlu penanganan lebih tegas
dari gparat dan |ebih meningkatkan kinerja

Bahwa ddam stigp penjauhan pidana memerlukan pertimbangan hukum yang
seua  begitu juga pada kesus proditus. Dasar  petimbangan hukum daam
menjauhkan pidana harus dipahami  terlebih dahulu mengena hatha  seperti
Sgpa terdskwa yang diadili, pidana apa yang dijatuhkan pada terdskwa, PSK,
dijauhken berdasrtkan petimbangan hukum yang degpa  dikenakan kepada
terdekwa. Terdekwa, PSK, juga memiliki hak dan kewgibannya yang perlu
diperhatikan.

Proses peaadilan terhadep PSK, yang masuk ddam tindsk pidana ringan,
menggunakan cara pemeriksaan cepat. Dai razia yang dilakukan kepada PSK
yang menawarkan diri di jdanan, bhisa PSK anak aau dewasa, bak oleh
kepolisan aau pamong prga bekas yang dibuat diserahkan pada pengadilan
untuk dilakuken peradilan. Hakim yang mengadili terdekwa PSK  menggunakan
pertimbanganpertimbangan  untuk  menentukan  putusan  yang  dijatunkan  kepada
terdekwa, resdivis dan peauran yang belaku. Pidana yang dijatuhkan bisa
pidana denda aau hukuman kurungan. Tergantung pada petimbangan masing
masing Hakim. Bahwa secara umumnya proses peradilan terhadap terdekwa PSK
yang menawarkan diri di jdanan, bak PSK anak maupun dewasa, sama dengan
PSK sdan yang menawakan diri di  jdanan yatu menggunekan caa
pemeriksaan cepat. Pada umumnya hakim menggunakan peraturan daerah ddam
petimbangan hukumnya Dengan makin  maaknya proditusi, hendeknya
masyarekat luas bak akademis, praktis dan agoarat leébih memahami  faktor
penyebabnya dan |ebih tegas ddlam menangani permasalahan ini.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masdah
Sebagah  sdah  sau  bentuk  kejahatan terhadsp  kesusleen  addah
proditus.Di  kota-kota besr misdnya sepeti Maang, Jekarta, Surabaya akan
dengan mudah ditemukan di tempat prakiek proditus bak yang terdgpat d
komplek lokdisss maupun di JHatrJdan Mereka meakukan transsks dengan
paa pdangganya padahd tidek jaang mereka harus kucing-kudngan dengan
petuges yang melakukan penetiban. Akan telgpi nampaknya urusen yang
menyangkut ekonomi maupun  dasan-dasan  lainnya mengdahkan  kekhawatiran
Ggda-ggda sosd yang dimeksud ini biasa dissbut aau dikend dengan sebutan
penyekit sodd aau pathology socid. Menurut Gillin ddam  bukunya ™ Culturd
Sociology addah
Suau ggda yang tidek ada persesuaan antara berbaga unsur di suau
kesdluruhan sehingga dgpat membahayakan kehidupan kdlompok atau yang
sangd  meintangi  pemuasan  keinginankenginan  fundamentd  dari
;(lgdgi(?tf-mggotawa dengan &kibat bahwa pengikatan sosd paah sama
Macam-macam penyakit sosd terssbut antara lain dapat  berupa
kgahatan, kemiskinan, pdacuran, dkoholiame kecanduan, pejudian. semua
tingkeh laku yang berkatan dengan perisiwa berbaga macam bentuk praktek
penyakit sodd tersebut yang menonjol  addah prekiek proditus atau pedacuran

yang skaang idilahnya dikend dengan PSK (Pekerja Seks Komersia). Dari

g, Simanjutak, Beberapa Agpek Pathologi Sosial, Alumni, Bandung, 1981, hal 22



maekin  mareknya prektek proditus aaupun peacuran ini berbaga  macam

dasannya antara lain adalah

1

Pada pelacuran anak biasanya mengdami  kecenderungan untuk  memiliki
uang sku yang banyak.

Karena isengriseng biasanya berawa dari keingin tahuan aken seks yang
akhirnyaterlanjur berbuat, sekdi berbuat dianggap kepaang basah.

Termakan oleh bujukan rayuan dari orang yang biasanya menjadi perantara
pdanggan yang meminta untuk dicaikan mangsa perantara itu ada yang
langsung menawarkan pekerjean ini, ada juga yang sengga menjera
mangsa dengan utang budi aau mendekati mangsa dengan pamrih.

tekanan ekonomi sering membuat anak untuk mencari uang dengan cara
yang cepa.

kerjaan sambilan, sudah mempunya kerja tetegp tgpi pada mdam harinya
melakukan sambilan.

tetipu dengan janjijanji oknum tertentu yang menawarkan pekerjaan bak
di ddam negeri maupun di luar negeri

digak teman, mendapatkan pekerjaan di kota

kesulitan mendapatkan pekerjaan dan lain-lain?

2 A.S.Alam, Pdacuran dan Pemerasan, Alumni, Bandung, 1984, hal 27



Faktor-faktor pendorong timbulnya peacuran yang sekarang idtilahnya dikend

dengan PSK, teori meeka khususnya mengena sebab  pskologis  wanita

melacurkan diri, dapat puladi bacadi bawahini :

e

Pengaruh berbagai faktor kgiwaan

Sgumlah fakior pgkologis tetentu memankan peranen penting yang

menyebabkan seseorang wanita meacurkan diri, melihat adanya interaks antara

fektor-faktor sogd ekonomis dengan pembentukan kepribedian dari wanita yang

kemudian mdacurkan diri. Ha tersebut di kemukakan oleh Bawengan sebega

beriku® :

"bahwa perempuanperempuan yang menjadi pdacur itu, lahir dan
dibesactkan ddam lingkungan yang miskin aau agak miskin. Orang tua
mereka bewatak lemah dan kebanyakan kurang pendidiken. Standard
mord kduarga-kduarga mereka pada umumnya rendah dan cara orang tua
mereka memberikan pembentukan displin addah tidek bijeksana dan tak
dgpat dipertanggung jawabkan. Keretakankeretekan di ddam  rumah
tangga biasanya telibat ddam kesedihan aau banyak bersussh hati; ada
yang dibebani pikiran tak waras dan diserta keadaan emos yang tidak
dabil. Pada bidang-bidang pendidkan mereka bertaraf  |ebih  rendah
daripadanila raa-rata.’’

Reckless menyebutken sgumlah kondis sosad  ekonomis yang ama  penting

atinya ddam menjurusken seseorang wanita meacurkan diri. Keedaan sosd

tersebut adaah’ :

1

2.

berasal dari kdluarga miskin yang umumnyatinggd di desaterpendil;
mdakukan urbanisses  karena menginginkan perbaken nasb di  kdta-kota

besar; di antara mereka ada yang sedang hamil tanpa suami;

oleh

1 A.S. Alam, “Pelacuran dan Pemerasan : Studi Sosologis Tentang Eksploitasi Manusia
Manusia’, Penerbit Alumni, Bandung 1984, Hd 39

4 A.SAlam, opait., hal 42.



pada umumnya merekatidek memiliki keshlian tertentu
berasd dari kdluarga yang pecah (broken home)
telah dicerai oleh suami mereka; dan

jauh ke tangan agen-agen rumaeh bordil yang sedang gist mencari mangsa

mangsa baru untuk dijadikan penghuni tetap rumah-rumah pelacuran ;

Bebaga fektor pskologis yang dapat merupsken penyebab wanita menjedi

pelacur, seperti yang tdlah disebutkan oleh Warouw ) adalah sebagai berikut® :

1

2.

Kehidupan seksud yang abnormal, misalnya hiperseksud dan sadis;

kepribadian yang lemah, misalnya cepat meniry

morditas rendsh dan kurang bekembang, misdnya kurang dapat
membedakan bak dan buruk, benar dan sdah, boleh dan tidek boleh dan
hal-hd lainnya;

mudah terpengaruh (suggedtible); dan

memiliki motif kemewahan, yakni menjadikan kemewshan sebaga tujuen

utamanya;;

Schuah lokdises secara resmi diatur pemda ddam perduran daerah mesing

masing deerah tetgpi pada kenyataannya, banyak para (PSK) medakukan

kegiggannya di jdanen aau di luar lokdised, sepeti di jdanen yang terdgpat

warung-warung pinggir jdan aau jdanan yang terdgpat penerangan lampu yang
redup. Banyak dari mereka meakukannyadi jaan, di karenakan :

1

2.

Lebih bebas memilih orang

Lebih bebas menentukan tempat

°A.SAlam, opit., hdl. 51.



3. Lebihsukadi jdanan daripadalokdisas

4. Bisahotd, pengingpan, dan lan-lan.

5. Bisadengan bebas menentukan kepan,” praktik dan libur'’.

6. Hasl yang diperoleh tidak dipotong oleh germo den lan-lan.
Tetgpi spati di ketehui proditus jdanan bertambah marak waaupun telah
terdgpat peraiuran yang meaangnya dan rezia yang seigp saat  dilakukan
pencatatan identitas, dimasukkan sd, sambil menunggu sSdang. Tentu sga dengan
pemikiran bahwa tigp kdi tertangkap kemungkinan untuk dgpat bebas lagi besar,
kaena sankd pidana yang dijaunkan lebih banyak addah sanks denda yang
nilanya ringan bag mereka untuk kembdi terjun ke jdanan kemungkinannya
sangat besar. Mereka tidek jera atas sanks yang pernah depatkan. Sanks yang ada
tidek mampu memberikan tekanan terhadap PSK yang berada di jalanan.’
Dai uraan faktafekta di atas di mana lokdisas sangat berpengarun maka penulis

tertarik untuk membahas ha terssbut sebega obyek penditian. Judul penulisan ini

addah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan pidana
Terhadap Pekerja Seks Komersial yang menawarkan Diri di

Jalanan.

6 Naboenar, bonari, Sexin the city Surabaya Double cover —Kehangatan Malam
Metropoalis, JP Press, Surabaya, 2003, hd 36



C. PERMASALAHAN

Dai laar bedakang yang telah diurakan diatas, maka penditi akan merumuskan

beberapa permasa ahan yang akan dibahas, antaralain :

e

Bagamana penjatuhan sanks pidana terhadep pekeja seks komersd di
Pengadilan Negeri kepanjenkabupaten malang ?
Bagamana efektivitas penjauhan pidana tersebut daam  penanggulangan

pekerja seks komersid jdana?

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesua dengan Rumusan Masalah yang penulis Kemukakan maka penditian

mempunya Tujuan ssbaga berikut

1

Untuk mengetahui  penjatunan pidana terhadep pekerja seks komersd di
Pengadilan Negeri kepanjenkabupaten maang
Untuk mengetahui  efektivitas  penjauhan  pidana  tersebut dadam

peranggulangan pekerja seks komersd jaanan



E. MANFAAT PENELITIAN
Penditian ini dihargpkan dapat memberikan manfaat, bak secara teoritis maupun
secara prektis terhadap permasdahan progitus di jaanan. Adapun kontribus yang
bisa diberikan antara lan:
1. SecaraTeoritis
Untuk memberiken masukan terhadep perkembangan ilmu hukum di
Indonesia khususnya hukum pidana
2. SecaraPrakiis
a Bagi Masyarakat
Lebih membuka maa dan tdinga bahwa mekin maaknya bisnis
proditus di jdanan buken hanya tanggung jawab pemerinteh sga tapi juga
masyarakat mempunyal peranan dalam ikut memberantas progtitus di jaanan
b. Bagi Ingans yang bersangkutan
Dihargokan dgpat dijadikan masukan begi hekim dan langkah ke
depan  yang pogtif  tehadgp peaksanaan kewemangan  hekim  ddam
menydesaikan putusan pemidanaan bagi  terdekwa pelerja seks  komersd
(PSK) yang menawarkan diri di jdanan. Khususnya kewenangan ddam hd
menetapkan sanks  pidana berdasarkan pringp  keadilan dan sesua  dengan

perundang-undangan yang berlaku



F. Metode Pendlitian
Pendlitian ini menggunakan metode penditian sebagal berikut
1. Metode Pendekatan

Ddam pdaksanaen penulisen skrips ini dititik-beratkan pada aspek yuridis
sosologisnya, bak mengena menggpa upaya represf yang dilakukan tidek
berhasl dan mengena dasar pertimbangan seorang hekim ddam menjatuhkan
sanks pidana terhadep terdekwa pekerja seks komersd (PSK), tetapi dapat
diketahui sanks tersebut tidek berdaya jera secara sosologis mengarah pada
desar yang digunekan ddam mengatas permasdahan mengacu pada gegda
sosd yang bekaitan dengan kesuslaan sata  memperhatikan  kenyataan
dilgpangan.”
2. Lokas Penditian

lokes penditian yang diambil ddam rangka penulissn skrips addah di
Pengadilan Negeri Kabupaten Madang di Kepanjen dan khususnya pada daerah
yang dkend sebaga tempa penyebaran PSK  antara lan di  daerah
Gondanglegi rdevandnya bahwa mayoritas kebanyakan penyebaran PSK yang
menawarken diri di jdanan terjadi pada daerah terssbut dan minoritas sebagan

masyarakatnya adaah bekerja sebagal PSK .

"Herman Suryokumoro dkk, Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya, Mdang, 2003



3. Jenis dan Sumber data

Ada bebergpa jenis dan daia yang diperoleh penulis untuk mendukung
penditian ddam <kripd ini diataranya : menggunekan data-data sebaga
berikut:

» Data Primer yatu daa yang diperolen secara langsung dari  hedl
wawancara dengan responden.?

» Daa Sekunder yatu data yang diperoleh penulis dari kepustakaan dan
atikd yag tedga di Media Ceek maupun mddui  Sudi
keperpustekaan dengan antara lain menggunakan peraturan Perundang
undangan dan sumber bacaan lannya yang terkat dengan pokok
permasalahan.’

3. Populas, Sampel dan Responden

Populas addah kesduruhan aau himpunan obyek dengen dri yang sama.
Populas ddam penditian untuk penulis addah hakim yang bertugas di
pengadilan negeri kabupaten malang di kepanjen.
Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi .
Pengambilan sampd ddam penditian ini ditentukan dengan Teknik Purposive
Sampling™yakni  penarikan sampe  yang dilakukan dengean cara  mengambil
stbyek yang didesarkan pada tujuen tertentu. Sampe pada penditian ini terdiri
dari :

8 Soerjono Soekanto, Metode Pendlitian Hukum, USPRESS, Jekarta, 1984, hal 12
®Ibid, hdl 12

0 phid, hel 122

Ipid, hal 381



1 PSK atau Pekerja Seks Komersial
2 Apaa dau phak yang bewenang ddam penanganan masdah
progtitus

4. Responden

Adapun responden yang ditentukan oleh penulisan daam penditian ini
addah 3 (tiga) Hakim pengadilan negeri kepanjen kabupaten mdang. Masng
masing hekim pengadilan negeri kepanjen kabupaten maang bernama Taufan
mardda SH MHum, Hadi Masruri SH MHum, Martahan Pasaribu SH MHum,
Ninil EvaYustina SH.
5.Teknik pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara meaui wawancara, bak terstruktur maupun tidek
tersruktur, pengamatan tidek langsung  untuk  memperoleh data  penditi
menggunakan bebergpa carayatu :

1 Wawancaa dilakuken untuk menygikan kondrukd — saat
skarang. Suau  konteks mengena para pihek yang menjedi
obyek wawancara dau penditian, dengan  menggukan
pertanyaan yang tdah disusun dan dipersgpkan  sebelumnya
dalam bentuk suatu daftar pertanyaan secara lengkap dan teratur.

2 Sud dokumen dilskukan dengan cara mencari  dokumen

dokumen yang tekat dengan penegekkan hukum ddam

penanganan kasus progtitus

10



3 Swud kepustakaan dengan cara yatu mdiputi membaca,
mempegai  dan memahami  buku-buku yang menyangkut
masdah ggda-ggdasosd.

H. Teknik Andisa data
Andiss data addah suau proses pemeknaan dari kesmpulan yang dibuat

yang berguna untuk memecahkan masdah yang ditditi., maka langkeh sdanjutnya
addah mengandiss secara deskritif analitis, yatu memaparkan fakta-fakta empirik
yang ditemuken di lgpangan secara kuditatif  disusun secara Ssemdis. Kemudian
data terssbut diandiss dan dikordaskan dengan data sekunder yang ada dengan
menggunekan metode intepretasi  ekstensif ddam memahami  ketentuan yang
digunskan, meka daa primer diandids secaa kuditaif kemudian ditarik
kesimpulan.*2

G. Sstematika Penulisan

SKkrips ini terdiri dai aas 4 Bab, yang mana tigptigp Bab mempunya
urdan yang berbeda satu sama lan namun bergfat kronologis sesua dengen
pembahasannya.

Bab | Pendahuluan
Menjdlasken tentang latar beakang masdah perumusan masdah
tuuen penditian, manfaet penditian, metode penditian  dan
Ssematika penulisan skrips.

Bab Il Kgian pustaka
Kgian pudaka memapakan tentang agpa yang menjadi  dasar
pertimbangan  hukum dan menpgtuhkan pemidanean sankd  pidana

2 Herman Suryokumoro dkk, 2003, Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Mdang, hd. 3
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Bab 111

Bab IV

terdakwa pekerja seks komersd (PSK) yang menawarkan diri di
jdanan.
Pembahasan
Membahas tentang yuridis sosologis, bak menggpa ussha preventif
tidek berhasl dan desar dai hakim ddam menjatuhkan sanks
terhadap terdekwa pekerja seks komersd (PSK) yang terjadi di
wilayah hukum Pengadilan negeri  kepanjen madang. memuat
diskripd aau urdan seta pembahasan  sduruh  permasalahan
penditian yang masing-masng menjadi Sub Bab bahasan tersendiri
dengan 2 sub bab yaitu :
1. Penjatuhan sankd pidana terhadap pekerja seks komersd
di pengadilan negeri kepanjen kabupaten maang.
2. Efektivitas penjauhan  pidana terssbut  ddam
penanggulangan pekerja seks komersd.
Penutup
Beis kesmpulan pemesdahen dan saan  penulis terhadap
permasalahan yang diangkat oleh penulis



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

21 Pengertian Prositusi
Proditus berasd dari kata 'proditueré’ yang berati menonjolkan diri
ddam hd yang buruk atau tercda aau menyerahkan diri secaa terang-terangan
kepada umum. Di Indonesa idilah ini dikend dengan "’ pdacuran” yang depat
diatiken sdbaga penyerahan badan wanita dengan pembayaran, kepada |aki-leki
guna pemuasan nafsu seksud orang-orang itu. Pelacuran itu berasd dai bahasa
lain pro-dituere atau prodauree, yang berati membiarkan diri berbuat zing
meakukan persunddan, percabulan, pergendakan. Sedang proditue addah peacur
aau sundd. Dikend pula dengan idilah wenita tuna susla aau yang sdanjutnya
disshut pekerja seks komersd. Pdacuran sendiri merupakan profes yang sudah
sangat tua umurnya, sgtua khidupan manuda itu sendiri. Yatu berupa tingkah laku
lepas bebas tanpa kenddi dan cabul, karena adanya pdampiasan nafsu seks dengan
lawan jenisnya tanpa mengendl batas-batas kesopanan.
Dari pendapat para sarjana sebagai berikut :
1. Mr. Paulus Moedikno Modjono
Pelacuran addah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran
kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksud orang itu.

B Kartini Kartono, Patologi Sosial 1, Rejawali, Jakarta, 1981. hal 199
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2. Mr. Budi Soesetyo
Pelacuran addah pekerjaan yang bersfat menyerahkan diri kepada

umum untuk perbuatan kelamin dengan mendapat upah.
3. dr. Warouw (medicus)
Progitus addah mempergunakan badan sendiri sebaga  pemuas
seksud untuk orang lain dengan mencapal keuntungan.
4. Mr. W. A Bonger
Pdacuran addah ggda kemasyarakatan dimana wanita menjud
dii  mdakukan peabuaanperbuatan  seksud  sebaga maa
pencaharian. Unsur essendd  ddam  pedacuran  addah  motif
ekonomis, tanpamoatif ini addah bukan pelacuran.
5. dr. Suria Djuanda,
mengutip perundangan  Romawi  Kuno, menurut Digeste seorang
prodituee (atinya mau kedepan, menawarkan diri) adaah seorang
wanita yang memberikan dirinya pdam (kepada umum) sne delectu
(tanpa pilihan) dan pecunia accepta (untuk uang).*
6. Prof. W.A Bonger
Ddam tulissnnya " Maatschappelijke Oorzaken der Prodtitutie’”
menulis definis sebegai berikut
Proditus idah ggada kemasyarakatan dimana wanita menjud diri

melakukan perbuatan perbuatan seksud sebagal mata

pencaharian.

% Simanjuntak, B Loccit hd 25
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7. P. JdeBruine Van Amstel menyatakan sebagal berikut
Proditus addlah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki
laki dengan pembayaran.

8 G. May ddam Bukunya Encyclopedia of Socid Science’
menuliskan masalah prostitusi sebagai berikut
Prodtitution defined as sexud intercourse characterized by barter,
promiscuity and emationd indifferent.

9. Definis pelacuran sebaga berikut :

a. Proditus addah bentuk penyimpangan seksud, dengan
poapoa organisss impuls dorongan seks yang tidek
wga dan tanpa integred, ddam bentuk peampiasan
nafsu-nafsu  seks tanpa kenddi  dengan banyak orang
(Promiskuites), disata ekdoited dan komersdises  se&ks
yang impersond tanpa afekd sfanya.

b. Pdacuran merupakan perisiwa penjudan diri
(persunddan) dengan  jdan  memperjudbdikan  badan,
kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk
memuaskan naf su-nafsu FKs, dengan imbaan
pembayaran.

c. Pdacuran idah perbuatan perempuan aau laki-laki yang

menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksud

dengan mendapatkan upah.®

5 Kartini Kartono, Patologi Sosial jilid | Edisi baru, Rejawdli, Jakarta, 1992. hd 177
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10 Laws of Maaysia, Act 106 t.p
Peacuran addah suatu perbuatan dimana seorang perempuan
menyerahkan dirinya untuk  berhubungan  kdlamin  dengan  jenis
kdamin lan dengan mengharapkan bayaran, bak ddam bentuk
uang atau bentuk lainnya.
11.George Riley Scott yang dikutip olen Akbar ddam magadah
Dian Kemaka "’A Progdiitute is an individud, mae or femae, who
for some kind or reward, monetery or otherwise, or for some form
or pesond sdtisaction and as a part-or whole time proffeson,
enggages in norma or abnorma sexudinters course with various
persons, who may be the sime sex as, or the oppodte sex to the
progtitute’”.
12 Kinsey menyatakan bahwa
" A Proditute is an individud who indiscriminately provides
sexud relaions in return for money payment’” *°
Tuna susla aau tidek susla itu diatiken sebaga kurang beradeb karena
keroydan rdad seksudnya, ddam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-leki
untuk pemuasan seksud, dan mendgpatken imbaan jasa atau uang pelayanannya
Tuna susla juga bisa diatiken sebaga <sdah tingkah, tidek susla aau gagd
menyesuaiken diri terhadgp norma-norma susila Maka pelacur itu addah wanita
yang tidek pantas keakuannya dan bisa mendaangken cdlaka dan penyakit, bak

kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada dirinya sendiri.

B A.S Alam, Pdacuran dan Pemerasan, Alumni, Bandung, 1984. Hal 14-17
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2.2 JenisjenisProstitusi

Progitus  kian maak dilekukan oleh oknum-oknum masyarakat, dengan
tidek mengabaiken berbega upaya ddam pevtegahannya proditus dengan tidak
mengabaikan upaya ddam pencegehannya, proditus tdah mempunya  denyut
tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat.

Semakin bertambah waktu, jenisjenis proditus smekin berkembang. Tidek
sebaas pada sebuah "lokaisas” sebega tempat resmi prodtitus. Berikut ini
penulis akan mencoba menjadbarkan berbagal jenis proditus  yang berkembang
dalam masyarakat, yakni sebaga berikut :

1. Proditud berdaskan aktivitasnya
a Progitus yang terdaftar
Yang dimeksud dengen proditus yang terdaftar ini addah bahwa
kegidan aau prakiek proditus  yang dilakukan oleh para peaku
progitud yang dilakukan oleh para pdaku proditud, bak itu germo
aau mucikari dan pdacurnya atau PSK nya telah diketahui dan didaftar
oeh agparat yang tekat, bak itu agpara kepolisan maupun aparat
pemeintah daerah. Dengan kata lain yang dimeksud  terdaftar disni
addah bahwa praktek proditus yang dilakukan terssbut  telah
dilegdkan oleh pemerinteh dagrah. Cara meegdkan biasanya dengan
membentuk perda yang khusus mengatur tentang progitus di  deerah
tersebut. Pada progtitusi jenis ini pelakunya dapat diawas oleh berbagai

vice control dari kepolisian dan juga dari pemerintsh daerah.*’

T A.S Alam, hd 27
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b, Progtitus yang tidek terdaftar
Sdan proditus yang terdaftar, tentunya ada jenis proditus yang tidek
terdaftar. Proditus jenis ini sangat berbeda bahkan bertolak beakang
dengan proditus yang terdeftar. Proditus jenis ini sama sekdi tidak
mendapat  pengawasan dai gpad yang berwenang bak itu pihak
kepolisan maupun pemerintah deerah. Tentu sga penyebabnya addah
karena mereka tidak terdaftar secara resmi sebaga peleku prodtitus.
Dengan demikian banyak sekai konsekuens yang harus mereka terima
sdah saunya seringnya mereka melakukan perpindahan tempat  untuk
melakukan aktivitasnya terssbut. Mereka cenderung  berpindah-pindah
tempat untuk menghindari razia dari gpara yang berwenang bak dari
kesatuan polis maupun polis pamong prga (jdanan). Sdan itu mereka
tidek mendepat fadlitas kesehatan yag memada dan tidek mengetahui
perkembangan dunia keschatan tentang bebergpa penyakit  yang
biasssnya menyerang paa pedaku progditus. Tekadang keberadaan
proditus ini juga tidek diketahui oleh apara yang berwenang aaupun
masyarekat luas (prodtitus yang tersdubung). Prodtitus jenis ini tidek
perlu mencatatkan diri pada pihak yang berwgjib. 8

2. Prodtitus menurut jumlahnya
Ddam mdakukan aktivitasnya untuk mendapatkan peanggan  konsumen

yang mau memeka dirinya, proditus dapat bermacammacam bentuknya

Hd ini dilakukan untuk mendgpatken pelanggan yang sebanyak-banyaknya

B K artini Kartono, op.cit, hal 240

18



dan memenangkan persaingan antar proditus. Ha ini dilakukan tentu sga

untuk mendapatkan uang karena inilah sasaran utama dai para peaku

proditus terssbut. Berdasarkan jumlah dau cara bekerjanya, proditus

dibedakan menjad :

a Progitus yang beroperas secaraindividua
Progitus  jenis ini  ddam mdakukan aktivitasnya memperoleh
peanggan langsung dilakukan sendiri. Proditus yang beroperas secara
individud ini contohnya seperti prodiitus  jdanan dimana para PSK
secara langsung atau  terangterangan melakukan penawaran diri agar
pdanggan memaka jasa mereka  Konsskuens  dai meakukan
proditus jenis ini addah kenyatsen bahwa hasl yang mereka peroleh
langsung jauh ke tangan mereka sendiri, tidek mendapat potongan
ddam bentuk gpapun maupun harus dibagi dua aau tiga sebagamana
yang tejadi ddam proditus yang menggunskan jasa cdo aaupun
gemo dan muckari. Namun, gpabila terjadi ha-ha seperti terkena
penyakit dansebagainya menjadi tidak dapat terlacak.

b. Proditus yang beroperas dengan bantuan organises dan sndikat yang
teratur rapi.
Pada proditus ini mereka tidek bekerja, tetgpi digur mddui satu
sgem kerja suatu organisas. Proditus ini biasanya menggunakan jasa
mucikari aau gemo, bahkan juga cdo yang gunanya untuk
menghubungkan antara orang yang membutuhkan proditus  dengan

tempat proditusinya itu sendiri. Karena jaringan mereka yang rapi yang
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membua proditus jenis ini sanga aulit dilacak oleh gparat yang
berwenang. Proditus ini bissanya bermodus cdl girls, jadi biasanya
gadisgadis yang ddiperlukan untuk memuaskan keinginen konsumen
dipanggil medui tdepon, aau dijemput menggunskan mobil - milik
organised atau gndikat terssbut yang nantinya akan dibawa ke hotet
hotel maupun tempat yang telah disepakati sebelumnya™
c. Progtitus menurut tempat penggolongannya aau lokasinya
Prektek proditus di deerahdaerah mangpun di Indonesia, tempainya
bermacammacam. Mereka melakukan praktek proditusi tidek hanya
dapat diketemukan pada satu tempat sja tetgpi juga di tempat-tempat
dmana meeka dgpa memperolenpenghedlan yang cukup  untuk
kebutuhan mereka sehathari. Berdasarkan tempa  penggolongannya
aau lokesinya, progtitus dibagi menjadi:
a Lokdisas
Pada umumnya lokdisas terdiri dari  rumahtrumah kedl mirip
perkampungan, sdan itu juga ada lokdisas yang diddamnya terdiri
dari kamar-kamar yang digunaken PSK untuk mdayani para
tamunya Dilokdisas, yang berkuesa bissanya addah germo aau
mucikari, karena merekdah yang mengaur lgu berkembangnya
lokdisas  tersebut. Merekdah yang mengatur harga yang wagib
dibayar tamutamu untuk para PSK. Sdan itu mereka mewgjibkan

paa PSK yang tinggd di lingkungan lokdises untuk membayar

B Kartini Kartono, Patologi Sosial |, op.cit, hal 244
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uang keamanan yang akan dibayarkan kepada bebergpa orang yang
disswa khusus untuk mengamankan daerah lokdises  tersebut.
Lokdisss ini  biasanya menempati  lingkungan  khusus  yang
dissdisken tersendii yang letsknya jauh  dai  lingkungan
pemukiman penduduk, tetapi banyak juga lokdisss yang sengga
dibangun aau dissdisken di dagrah aau disebdah perkampungan
penduduk das pemintaen penduduk perkampungan  tersebut,
kaena mereka dapat menua keuntungan juga dari  keberadaen
lokaisas  tersebut. Seperti uang pakir a@au tersedianya warung
waung mekan yang biasanya dibangun disskiter tempat lokalisas.
Lokaisas ini dibuat dengen tujuan agar supaya tidek ada yang ud
memudahkan agparat yang berwenang bak itu gpara  kepolisan
maupun agparat pemerintahan dagrah ddam meakukan pengawasan
terhadap praktek proditus di daerahnya.

Prodiitus tersdubung

Prodtitus jenis ini biasanya mereka bekerja di balik front organises
maupun  dibdik bisis-bisnis aau pekejean yang terhormat.
Progitus  yang mereka lakukan sddu tidek terlihat mencolok dari
lur karena mereka membuka ussha lan untuk  menutupinya
misdnya berkedok panti pija, masssge and pa, sdon  kecantiken

atau persewaan villa
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2.3 Tinjauan Umum tentang Pengertian M odus Operandi

2.3.1 Pengertian Modus Operandi

Isilah Modus Operandi memang cukup sering terdengar dan sangat erat

dau tidek terlepas gpabila dikaitkan dengan proses tejadinya keahatan

aau suatu tindek pidana, bak itu yang dilakuken oleh individu aau secara
perorangan maupun yang dilakukan oleh bebergpa orang yang biasanya
dilakukan secara  terkoordinir.  Maupun  operandi sendiri mempunyal
pengertian sebaga berikut, yaitu metode operasond suau perbuatan yang
mungkin sga terdiri dari beberapa perbuataf®. Adapun pengertian lain

Modus Operardi yang terdgpat di ddam Kamus Besar Indonesia yaitu cara

dau teknik yang berciri khusus dari sessorang penjahat ddam meakukan

perbuatan jahatnya.

Peda prinspnya faktor-faktor yang mempengaruhi modus operandi
dilatabdekang oleh pelaksanaen kehendak dan adanya bebergpa faktor
pendukung lannya Ddam hd ini Horgan berpendapat bahwa semua
tindek pidana dilatarbelakangi oleh :

1 Faktor kesempatan (Opportunity), berupa kebetulan atau diucapkan.

2 Fektor kebutuhan (need) yang sebenarnya aau diimpikan. Fakior-faktor
tersebut diatas ditingkatkan menjadi suatu a&ks atau pelaksanaan yang
didastkan pada ketinggian bak normd maupun abnormd. Namun
demikian suau modus operandi (demikian pula fektor-faktornya) akan

senantiasa bergantung kepada motivas yang mdandasinya

hel 11

D M. Sholehuddin, Tindak Pidana Perbankan PT.Rgja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
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Dai definis-definis diatas dgpat ditarik esens dari perbuatan melacur,
sebagal berikut :
a.  Unsur ekonomis yang berupa pembayaran sebagal tegen prestes.
b. Unsur umum yang berupa paner yang tidek bersfat sdektif. Dengan kata
lain Sgpasga asd diberi uang.

1) Pekaiannya mencolok, beraneka wana, sering aneh-aneh/eksentrik
untuk menarik perhaian lawan jenis. Sanga memperhatikan
penampilan lahirishnya

2) Mengguneken teknik-teknik seksud yang mekenidis, cepat, tidek
hedir secara pskis tanpa emos aau afekd, tidek pernah bisa
mencapal  orgasme, sangat  provokatif  dadam - ber-coitus, dan
biasanya dilakukan secara kasar.

2.4 Faktor Penyebab dan akibat yang ditimbulkannya Progitusi.
2.4.1 Faktor Penyebab

Tidek ada seorang manusa pun ddam dunia ini yang bercita-cita menjaddi
peacur, gemo aau mucikari. Tentu ada banyak hd yang menyebabkan mereka
dengan tapaksa tejun menggeuti dunia mdam yang kdlam ini. Profes sebaga
pekerja ddam dunia progitus ini mereka jdani dengan rasa tidek berdaya, untuk
menambah kemungkinan hidup yang lebih bak.

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang menjadiken progtitus
sebhaga profes dan aktivites kerja sehari-hari mereka  Faktor-faktor tersebut antara

lan:
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a Faktor Ekonomi

Faktor ini biesanya menjadi penyebab utama makin suburnya dunia
proditus. Kebutuhan hidup yang meningka diiringi  semiekin  tinggi
harganya aau mahd seringkdi tidek diimbangi dengan bertambahnya
pemasukan. Bahken tidek jaang, di  ssat  kebutuhan hidup semekin
meningkat judru diiringi  dengan pemutusan  hubungan kerja PHK yang
didami oeh sbagian masyarakat akhir-akhir ini, ini addah buntut reses
yang tidek kunjung berhenti, dan bedum ada gdiat kebangkitan dari dunia
ekonomi. Semakin banyak pengangguran menghias  tigptigp sudut  kota
membuat bebergpa orang terpaksa  mengambil  jdan  pintas  untuk
mendgpatkan uang untuk  memenuhi -~ kebutuhan  hidupnya dan aau
kduarganya Sayangnya jdan pintas tersebut tidek menawarkan sguta
pilihan. Ujungnya bebega tindeken  kriminditas terjadi, seperti
perampokan, penjambretan dsb. Bagi wanita, pilihan tersebut buken lagi
banyaknpamun hanya sau yang mampu ia kejakan, yakni menjud
keindehan tubuhnya sebaga pemuas nafsu para ldaki  hidung beang.
Sungguh ironis diantara gdia pariwisata yang begitu dahsya di  berbaga
daerah, tenyata mesh bedum mampu merangkul wanita dadam pekerjaan
yang dfanya hdd yang mash berkaitan dengan pariwisata suatu daerah itu
sendiri. Mdahan wanita terssbut akhimya menjadi komiditi aau  obyek
khusus aau tambahan dari paiwisaia yang sedang digdakkan di daerah
tersebut. Hal ini tentu sga berujung pada uang, yang bisa di dapatkan oleh

banyak pihak termasuk wanita yang menjadi PSK tersebut, namun tentu
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tidak akan stimpd dengan gpa yang tdah ia dilakukan, karena hesl jeih
payah yang ia lakukan mash harus ia bagi dengan cccado, germo dan aau
mucikari yang menaunginya
. Faktor Psikologis

Faktor pskologis juga menjadi dasan aau penyebab seseorang mau
terjun ke dunia proditus. Biasaya faktar pskologis ini muncul didehului
dengan faktor ekonomi yang tdah lama menjea pdaku proditus ini.
Fektor pdkologis aau kgiwaen dai lannya himpitan ekonomi  aau
kesusshan hidup yang tidek diserta dengan kemanan yang kua yang akan
menyebabkan frustad. Ketidaktabahan menghadepi cobaan  menyebabkan
sexorang merasa tidek ada lagi jdan lan aau jdan kduar yang dapat
menolongnya dari  keterpurukan  sdain mengambil jaan pintas  Ditambah
lagi dengan kenyaaan bahwa semekin jarangnya dengan  Igpangan
pekerjaen yang mampu menampungnya menjadi  pekerja  bissa  sga,
menjadikannya tidek mempunya pilihen lan yang layak. Namun sekdi
merasakan nikmatnya mendgpatkan uang secara mudah dan cepat, meka
orang hiasanya tidek akan rela lepas dari pekerjaan tersebut addah haram
adanya
Faktor Biologis

Faktor ini biasanya menjadi faktor yang jarang dimiliki oleh seorang
PSK. Kaena faktor ini biasanya addah faktor penyekit yang diidgp oleh
PSK tersebut namun tidek bisa atau tidek mau ia obeti. Biasanya penyakit

ini addah penyakit kdanan seksud yang berhubungan dengan kebutuhan
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biologis mereka sepati hyperssksud dimana seseorang tidek akan pernah
merasa cukup berhubungan intim dengen saiu orang sga ddam semdam, ia
bisa mdakukannya dengan orang yang berbederbeda ddam semdam aau
melakukannya sekaigus dengan bebergpa orang barulah ia merasa puas
secara lahir dan bathin. Penyakit ini sebenamya bisa disembuhkan, namun
biasanya orang akan cenderung memenuhi hawva nafsunya tersebut. Dan
su-stunya cara  uituk  mendgpatkan  kepuassan  ddam mengatas
penyakitnya terssbut addah dengan menjadi PSK. Namun biasanya faktor
ini jaang dimiliki oleh PSK, hanya orangorang tetentu sga yang
mengidap penyakit ini. Tidek menutup kemungkinen juga para tamu yang
datang.

. Faktor Hukum

Faktor ini sébenanya menjadi kunci mengapa praktek proditus
terscbut  dijdankan dan samakin  berkembang dai hai ke hai. Ini
dikerenakan dari segi hukum beum ada pasd dau peraturan yang mampu
membumi  hangusken praktek proditus sampai ke akar-ekarnya.  Tidak
adany dek jera penagpan pasdnya menjadi sdah satu penyebab dunia
progitus ini tumbuh subur. Pasdnya yang dgpat menjera PSK pun tidak
ada, yang ada ddam KUHP addah tentang germo/mucikari yekni yang
digur pada pasd 296 dan 506 lemahnya hukum indonesa tentang prodtitus
juga diikuti oleh tidek adanya peraturan daersh tentang progtitus. Ceah ini

tentu dimanfeetken dengan bak oleh bebegpa pihek yang tidek
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bertanggung jawab untuk semakin menyuburkan praktek progtitus  demi

keuntungan semata

. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga mempengaruhi seseorang  untuk terjun ke
dunia proditus. Rendahnya pendidikan yang ia tempuh akan menyulitken
seseorang  untuk  mencari  pekerjaanpekerjaan yang layak dan hdd ia
kejekan. Di zaman sekarang pendidiken wgib mash sga tidek mampu
ditempuh oleh sebagian orang dengan dasan ekonomi., uang masuk sekolah
yang mahd menjadi penyebabnya Hd ini menjadiken mereka buta akan
hathd intdektud yang harus hukum proditus itu sendiri tidek mereka
ketahui, yang mereka tahu hanydah bahwa mereka meakukan pekerjaan
terscbut semata-mata karena uang. Padahd ada sedemikian banyaknya
resko yang harus mereka hadgpi waau dengan hanya menjadi PSK. Resko
ditipu pelanggan, distkiti secara fisk dan mental, belum lagi jika tamu
tamu mereka membawa dan atau menularkan penyakit kdlamin yang belum
ada obanya seperti AIDS aau Gonnorhoe (kencing nanah). Resko ini tidak
bisa meeka ketahui karena ilmu semacam ini hanya dgpat diperolen dan
diketehui lewat pendidiken. Ha ini tentu sangat ironis, mengingat mereka
meakukannya demi uang dan kebutuhan hidup ia dan kduarganya yang
sangat mendesak, bahkan tak jarang demi pendidikan anak-anak mereka.

Faktor Lingkungan

Fektor lingkungen juga sangat berpengaruh ddam  perkembangan

dunia proditus dan bagamena seorang terjun ke ddam dunia ini
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menginga  pentingnya hubungan masyarakat  ddam  mengembangkan
kepribadian, karena kgahaan yang dilakukan berulangulang ternyata
aibat dai pergaulan, pengasngan kdompok, presise, kesnggotean dan
perbuatan menurut pola gerombolan. Biasanya pandangan dan tanggapan
mesyarakat aau warga masyarekat yang hidup di deerah kotor terldu
curiga dan agpriori mencakup Sebaga Sseseorang yang berpotens  krimind,
dissbabkan karena lamanya seseorang menjdani hidup di suatu lingkungan,
meka akan berdampak dia akan mencontoh segda sesuaiu yang ada di
skdilingnya, bdum lagi jika datang banyak godaen untuk melakukan hdl
tercela tersebut dari bebergpa pihak yang berada daam lingkungan tersebut.
2.4.2 Akibat yang ditimbulkan prostitusi

Sdan adanya suatu sebab, perbuatan juga mempunya  akibet. Ini
sudah merupakan hukum  dam. Demikian pula hdnya dengan praktek
proditus ini. Proditus yang merupaken sdah satu bentuk dari  penyakit
sogd ini jdas mempunya dampek aau akibet. Akibat yang ditimbulkan
dari adanya prektek progtitus ini memang hanya yang bersfa negdif sga
Kaena memang keberadaan prektek proditus ini dikatakan sangat
merugikan dan meresshkan masyarekat pada umumnya Akibat  yang
ditimbulkan dari adanya praktek progtitus antaralain addah

a. Dai segi Medis

Progiitus ini mengekibatkan timbulnya berbaga  penyakit terutama

penyekit  seperti gpilis gonorhoe yang 2/3 diantaranya disebabkan oleh

adanya rdad skaud dengan lebih dai satu orang, pdacuran, homo aau
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heteroseksud. Mdihat dari akibat yang ditimbulkan tersebut menunjukkan
bahwa pemeriksaan kesehatan dalam praktek progtitus sangat penting.
b. Dari segi lgpangan Sosd.

Pengaruh prodtitus dadam lgpangan sosid sangat besar karena dapat
mengekibatkan  lumpuh  dan hancur  kehidupan  sogd, tujuen
mempertahankan  nilaknila sodd  dimasyaaka  tidek  tercgpa, serta
merusak sendi-sendi kehidupan keluarga

c. Dai segi Ekonomi.

Sdan bepengaruh pada lgengan sodd  prakitek proditus  juga
mempunya pengaruh yang besar terhadgp lapangan ekonomi  diantaranya
kesgjahteraan rekyat tidak tercapa, karena mewebahnya penyakit kelamin
menjadikan target perekonomian turun.

d. dai segi Pskologis

Akibat pkologis yang timbul dari prektek progitus ini addah
mengarah pada morditas para pemuda indonesa Jka tidek diberikan
tuntutan yang bak meka bisa-bisa mereka terjerumus pada praktek
progitus yang pada akhimya berdampak pada turunnya produktivites
mereka selbegal penerus bangsa

e. Dai segi Mol

Akibat yang ditimbulken dari segi moril ini antara lan mengarah
pada russknya sendi-sendi pendidikan mora, karena bertentangan dengan
norma agama, norma sudla, dan tentunya hukum yang berleku. Jka dilihat

dai &kibat-akibat yang ditimbulkan dengan adanya praktek proditus jelas
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sanga bebahaya bak bagi diri sendiri, orang lain, lingkungan sitar,
bahkan bagi kedangsungan kehidupan bangsa Oleh kaena itu upaya
penanganan pada prektek proditus  segera  dilakukan, agar  praktek
proditus ini tidak semekin mergidda
2.5 Pasal-pasal yang mengatur tentang prostitusi
Ddam hukum postif peacuran aau prositus ini tidek diatur secara
lengkap hanya terdapat dua pasd sga ddam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang dibelakukan dan dipauntukken bagi meeka-mereka yang meakukan
ekyloitas dan komersd terhadgp seorang aau lebih wanita untuk dijadikan
sehaga pekerja seks komesd, hd ini seperti yang dilakuken oleh germo  atau
mucikari yang menjadi praktek progtitus sebagal pencaharian atau kebiasaan.
Kedua Pasdl tersebut antaralain :
a Pasal 296 KUHP
Suaiu tindak pidana yang membuat kesenggaan menyebabkan  atau
memudahkan  dilakukannya  tindekanttindeken  melanggar  kesusilaan
dengan orang ketiga sebaga mata percaharian atau sebagal  kebiasaan
tersebut telah diatur di ddam pasd 296 KUHP yang berbunyi sebega
berikut ’barangsgpa dengan sengga menghubungkan atau memudahkan
perbuatan cabul oleh orang lan dengan orang lan dan menjadikannya
sebaga pencaharian atau kebiassan diancam dengan pidana penjara pding

lama 1 Tahun 4 bulan atau denda paling banyak seribu rupish ”*.

2 Mosljatno, KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet.22, Bumi Aksara,
Jekarta, 2003



Ketentuan pidana pada pasd 296 KUHP terssbut dimaksudkan
untuk dikenskan pasd ini misdnya orang menyedigkan rumah aau
kamarnya (dengan pembayaran aau lebih dari satu kali) kepada perempuan
dan laki-laki untuk meacur (bersstubuh aau meepaskan nafsu kdaminnya
dengan jdan lan) biasanya untuk itu dissdisken pula tempet tidur. Orang
yang menyewakan rumah kepada seorang perempuan yang kebetulan
seorang pelacur dan tidek berhubungan dengan dia mdakukan peacuran
dirumah itu, tidek dikensken pasd ini, odeh karema orang itu tidek ada
meksud sama sekai untuk mengadaken aau memudahkan perbuatan cabul,
niatnya hanya menyewakan rumah.

Ketentuan pidana pada pasad 296 KUHP tersebut dimaksudkan
untuk melarang perbuatan membuat tempet-tempat  pelacuran, ketentuan
ketentuan tersebut juga bukan hanya meaang tindakantindakan
melanggar kesuslaan yang dilakukan dengan terangterangan di  tempat
pdecurar/  proditus, mdankan  juga tindekantindskan kesuslaan yang
dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Sesua dengen letaknya di ddam rumusan ketentuan pidana yang
diagtur ddam pasal 296 KUHP, kesenggaen peaku itu harus ditujukkan
pada pebuatanperbuagtan yang menyebabkan aau  memudahkan
dilakukannya tindekanttindeken mdanggar kesusileen olen orang  lan
dengan orang ketiga, dan membuat kesenggjaan terssbut sebaga perbuatan

memudahkan yatu dilakukannya suatu tindekan meanggar  kesuslaen

2 PAF. Lamintang. Ddlik-Delik Khusus : tindak pidana melanggar normanorma.
kesusilaan dan norma kepatutan. Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 330.
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oeh orang keiga Sdan itu untuk adanya perbuatan memudahkan
dilakukannya suatu tindekan meanggar kesuslaan oleh orang lain dengan
orang ketiga itu tidek diperluken adanya suatu tindekan yang dfanya aktif
dau adanya suatu tindskan tidek menaati suatu kewgiban yang teah
ditentukan dalam undang-undang. %

Ha-hd yang dilarang ddam ketentuan pada pasd 296 KUHP
terssbut antara lan addah membuat kesenggaan menyebabkan  dilakukannya
tindekanttindsken medanggar kesuslaen orang lan dengan orang ketiga sebega
mata pencaharian, maka yang dilarang addah menjadikannya ha tersebut sebega
pekerjaan menghubungkan dan memudahkan orang lain untuk berbuat cabul.

b, Pasa 506 KUHP
Tindek pidana yang terdgpat pada pasd 506 KUHP ini idah mengatur
mengena larangan orang sebaga germo aau orang yang  mengambil
keuntungan dari perbuatan mdanggar kesudlaan seorang wanita Ha ini
sangatlah menunjukkan bahwa auran tersebut dibuat untuk mearang orang
membuat  dilakukannya aau dimudahkannya perbuatan  meanggar
kesuslaan deh orang lan dengan pihek ketiga® Tindek pidana sebagai
gemo terssbut sesua dengan iS dai pasd 506 KUHP, yang berbunyi
sebaga berikut : 7’ Barangsgpa menarik keuntungan dari perbuatan cabul

sorang  wanita dan  menjadiken sbaga  pencarian, diancam  dengan

3 pA.F. Lamintang. Op.cit hal 228
#PA.F. Lamintang. Op.cit hd 374
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kurungan paling lama 1 tahun .2 tindek pidena yang dimaksudkan dalam
pesd tersebut terdiri dari unsur -unsur obyektif, yakni :
1) Barangsiapa
Unsur obyektif yang pertama dari tindek pidana yang dimaksudkan
di ddam ketentuan pidana yang dietur pada pasd 506 KUHP idah
unsur barangsgpa Kaa barangsgpa itu menunjukkan orang bak
pria maupun wanita yang gpabila orang tersebut terbukti memenuhi
semua unsur-unsur dari tindek pidana yang dimeksudken di ddam
ketentuan pada pasd 506 KUHP, maka ia dgpa disebut ssbega
pelaku atau deder dalam tindak pidana tersebut.
2 Sebaga seorang germo
Unsur obyektif yang kedua dari tindek pidana yang dimeksudkan di
ddam ketentuan pidana yang diatur pada pasa 506 KUHP idah
unsur sebaga seorang germo. Dipakanya kata sebaga  seorang
gemo di ddam rumusn tindek pidana seébagamana  yang
dimeksudken diatas itu idah untuk mencegah kesdahpahaman
tentunya Sgpa sSebenanya yang dapat dipidana sesua  dengan
ketentuan pidanayang diatur pasal 506 tersebut.
Mengingat ddam prektek terdgpat berbaga orang yang
dapat mengambil keuntungan dari perbuatan meanggar kesudlaen
oleh seorang wanita, seperti antara lain orang yang menyewakan

kamartempat agar wanita tersebut dgpat meakukan suatu

% Modljatno. Op.cit. hal 184
3 pA F. Lamintang. Op.cit. hal 375



perbuatan melanggar kesudlaan dengan pihak ketiga Seperti yang

tedlah diketahui, orang yang menyewakan kamar/tempa agar

seorang  wanita dapat  meakukan  suau  perbuatan  melanggar
kesusleen dengan pihsk ketiga itu tidek dapat dituntut kerena
melanggar larangan yang diatur ddam pasd 506 ini, mdankan ia
dapat dituntut karena bersdah tdah meanggar ketentuan pidana
pasal 296 KUHP?’

3 Mengambil keuntungan dari perbuatan meanggar kesuslaan oleh
seorang wanita.

Unsur obyektif yang ketiga dari tindek pidana yang dimaksudken di
dalam ketentuan pidana yang diaur pada pasd 506 KUHP idah unsur
mengambil  keuntungan dari  perbuatan mdanggar  kesuslaan  oleh
seorang wanita  Keuntungan yang dimeksud addah hd yang bersfat
kebendaan atau materi, karena dengan adanya germo-germo merupakan
sdah sau faktor yang memungkinkan terjadinya perbuatan-perbuatan
melanggar kesusilaan secara luas®®

Pdacuran mutlak harus ditanggulangi, tidek sga karena akibat-akibatnya
yang membahayakan tetgpi juga agar ggda ini tidek diterima oleh masyaraka
sebaga pola budaya (sekdipun penerimaannya secara tidek sadar), dengan kata
lan prektek proditus yang dibiackan tanpa dicegeh dan ditangani lambat laun
dagpat menjadi suatu ha yang wagar dan normd. Oleh karena itu peran pemerintah

sangat dibutuhkan ddam upaya menangani mesdah proditus itu sehingga praktek

Z PA.F. Lamintang. Op.cit. hal 376
B PA.F. Lamintang. Op.cit. hal 379



proditus tetgp dianggep sebaga ggda sosd yang buruk dan tidek dgpat diterima
masyarakat.

Lepas dai berhasl aau tideknya upaya penanganan terhadap praktek
proditus oleh pemeintah, akhir-akhir ini di bebegpa kota besar ada
kecenderungan terjadi  peningkaetan jumlah Pekerja Seks Komersd, bak yang
terdgpat dirumah bordil maupun yang berkdliaran secara menyolok di jaajaan.

Ha ini bekatan dengan keentuan dilaksanekan aau tidakya program
lokdlisas, stu hd yang penting untuk diperhatikan idah bahwa lokaisas terhadap
praktek progtitus ini bukan merupaken legdises dan praktek proditus tetgp harus
dihindarken agar lokdises tidek menjurus kearah legdises  (diizinken  secara
resmi) maka lambat laun akan meembaga ; dan normanorma akan bergeser
menganggep ggda sodd ini stbaga hdl yang bisa dan yang paut  dan tidek
mustahil akan menjadi sdah sau jenis budaya manusa ; dan tidek mustahil pula
manusa khususnya wanita akan dapat diperdagangkan layaknya benda atau barang
dagangan.

2.6 Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pemidanaan

Hakim ddam menjatunkan putusan pidana, pidana yang dijatunkan ddam
perigiwa konkrit tidek harus perds sama dengan ancaman pidana yang
tercantum daam rumusan Tindek pidana yang didekwakan itu, hakim dgpat
menimbang penergoan  pidana yang dipandang pding tepat den adil bagi
tepidana Dadam menjaiuhkan pidana hakim mempunya  kebebasan  untuk
menentukan bera  ringannya pidana yang dipandang pding adil dan tepat
kepada terdekwa Ddam pasd 25 Aya (1) UndangUndang Kekuasaan



Kehakiman ditegaskan bahwa segda putusan peradilan sdan harus memuat

dasan dan dasr putusan tersebut, memuat pula pasd tertentu dari peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang

dijadiken dasar untuk mengedili.

Ddam menergokan peraturan  pidana  ddam  gtues  konkrit,  hekim

mempunya kebebasan :

1 Maemilih beanya pidana yang begerak dai Minimum ke Maksmum

dalam perumusan delik yang bersangkutan.

2 Maemilih pidana pokok yang mana yang paut dijauhkan, gpekeh pidana

mati, penjara, kurungan aau pidana denda, sesua dengan pertimbangan

berat-ringannya perbuatan yang diil akukan. %

Apabila hakim memuuskan untuk menjatunkan pidana yang lebih berat  dari

pidana menengah, maka hakim harus dgpat menemukan suatu dasan dibawah ini

untuk dipaka dalam pertimbangannya:

a

Kegahaan itu menggunakan kekerasan yang mengekibatkan cacat
badan dan dilakukan secara k.

Terdakwa menggunakan senjata dan korban luka:luka

Terdekwa membujuk orang lan untuk melakukan kgahatan dan ia
addah merupakan pimpinan.

Korban berjumlah Iebih dari satu orang.

Terdekwa mengancan paa sks aau mempengaruhi - proses

peradilan dengan cara-cara lain yang dilarang Undang-Undang.

3 Andi Hamzah, Sistem Pidanadan Pemidanaan Indonesiadari Retribusi ke Reformes,
Pradnya paramita, Jakarta, 1985, ha 77



f. Terdakwa ddam medakukan kgahatan mdibatkan anakanak yang
belum dewasa.

g Kegahaan itu merupakan sdundupan yang besar nilainya

h Pdaksanaan kgahatan ada menunjukkan adanya dergat keshlian
yang tinggi dan adanya perencanaan terlebih dehulu.

I. Terdakwa  menydahgunekan  kepercayaan  yang  diberiken
kepadanya untuk meakukan kejahatan.

Sedangkan dasanrdasan yang  dipergunaken  hakim  gpabila 1a  akan

menjatuhkan putusan pidana yang lebih ringan daripada pidana menengah addah :

Terdakwa terbukti hanya merupakan pesarta pasf dan hanya melakukan
peran kecil dalam pelaksanaan kegjahatan.

Kgahatan itu dilakuken henya ddam keadean yang luar biasa dan jarang
terjedi.

Korban adaah yang sebenarnyamemancing terjadi keahatan.

Terdekwa terbukti ddam meakukan keahatan berada dibawah paksaan
pelaku-pdaku yang lan.

Terdakwa berusaha untuk menghindar terjadinya kerugian terhadap korban
atau kerusskan terhadap hak milik.

Motif dari kgahatan yang dilakukan terdekwa addah kenginan untuk
memenuhi kebutuhan ke uarganya aau dirinya sendiri.

Terdakwa terbukti dibujuk oleh orang lain untuk melakukan kegahatan

Terdekwa mengira bahwa ia memiliki hek aas barang yang diambilnya

aau percaya bahwa tindakannya addah tidek melanggar hukum.
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Menurut Soedarto, pecbman pemberian pidana yang bersfa umum beum
dimuat yang ada hanya aturan pemberian pidana ®

Penjatunan pidana aau pemidansan meupakan konkretisss  aau  redisas
perduran pidana ddam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abdtrak. Jka
tercantum ddam perumusan  undang-undang, misdnya ’'Barangsgpa mencuri
dipidana dengan meksmum pidana penjaa 5 Tahun’, meka rumusan itu
merupakan ha yang abstrak

Undang-Undang Republik Indonesa Tahwun 1945 menegaskan '’ bahwa
Indonesa addah Negara Hukum addah adanya jaminen penydenggaraan
kekuassan kehekiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaen lainnya untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegaskan hukum dan keedilan'”.Hal tersebut
tercantum daam penjdasan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan
kehakimen.

Ddam pasd 24 aya 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen |V
dinyatakan bahwa

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka  untuk

menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keedilan

berdasarkan pancasla demi  tesdenggaranya negara  hukum  Republik

Indonesia™’

Dadam Penjdasan Pasd 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 dijeaskan

bahwa :

"kekuasaan kehakiman yang merdeka dadam ketentuan ini mengandung

pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segda campur tangan

pihak kekuassan ekdtra yudisd, kecudi ddam ha-hd sebagamana dissbut
ddam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. kebebasan

9 Soedartq *’Kapita Sdlekta Hukum Pidana’”, Alumni, Bandung, 1981, hal 71



ddam meaksanakan wewenang yudisa bersfa tidak mutlak karena tuges
heakim addah untuk menegekkan hukum dan  keedilan  berdasarkan
pancasila, sehingga putusannya mencerminkan  rasa keedilan  rakya
indonesa”’

Dijelaskan kemudian ddam pasa 24 aya (2) Undang-Undang Dasar Tahun

1945 Amandemen |V jo Pasal 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2004  bahwa:

"Kekuasaan Kehakiman dilakuken olen sebush Mahkamah Agung dan
badan Peradilan yang berada dibawahnya ddam lingkungan peradilan
umum, lingkungen peadilan agama,  lingkungan  peradilan  agama,
lingkungan peradilan militer, lingkurgan tata ussha negara dan oleh sebuah
mahkamah kondtitug.”

Karena wewenangnya tersebut, meka secara ided, dfakgfa Hakim  harus

mencerminkan :

1

4.

5.

Kartika, yatu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesua
dengan agama dan kepercayaan masing-mesing berdasarkan kemanusiaan
yang adil dan beradab

Cakra, yaitu adil, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan

Candra, yatu bijaksanaberwibawa, bak ddam kedinassn maupun diluar
kedinasan

Saxi, yaitu berbudi luhur/berkd akuan tidak tercda

Tirta, yaitu jujur, baik dalam kedinasan maupun diluar kediinasart:

Penjatuhan pidana aau pemidanaan pada dasamnya merupakan suatu putusan hekim

berdasarkan pasd 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah

" Pernyataan Hakim yang diucepkan ddam sdang terbuka, yang dapat
berupa pemidanaan atau bebas aau lepas dari segala tuntutan hakim dalam
ha serta menurut cara yang datur ddlam Undang-Undang ini.”’

& Al Wisnubrotq “Hakim dan Peradilan Di Indonesia, Atmajayd’ : Yogjakarta, 1997,hd 2
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Fdana addah pendeitaen yang sengga dibebankan oleh negara kepada

orang yang meakukan perbuatan yang dilarang (tindsk pidand). Sdan itu, pidana

juga merupakan reskd das deik yang banyak berwujud suatu nestepa yang dengan

sengaja ditimpekan negara pada pembuat delik. *

Ddam pasd 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatekan bahwa

"Hakim tidek boleh menjatunkan pidana kepada seorang kecudi gpabila dengan

skurang-kurangnya dua da bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa

uau tindek pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdekwaah yang bersdah

melakukannya’.

Alat Bukti yang dimaksudkan merupakan datalat bukti yang ssh yang tercantum

dalam pasd 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

a  Ala bukii yang ssh addeh

K eterangan Sakd
Keterangan Ahli
Surat

Petunjuk

Keterangan terdakwa

b. Hd yang secaa umum sudah dketahui tidek

dibuktiken

Dadam Kitab UndangUndang Hukum Pdana jenisjenis

dirumuskan dalam pasd 10, yaitu terdiri dari :

2 Bambang Waluyq” Pidanadan Pemidanaan, Sinar Grafika : Jekarta, 2000, Hal 9

perlu

pidana



a. PidanaPokok : 1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

b. Pidana Tambahan : 1. Pencabutan Hak
2 Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim
Hakim dilarang menolak untuk memutus perkara yang digukan kepadanya
Hd ini diatur ddam pasa 22 AB, yaitu :
"Hakim yang menolak untuk menyelesaiken suatu perkara dengan dasan
behwa peaturan per UndangUndangan yang bersangkutan  tidak
menyebutkan tidek jelas aau tidek lengkep, meka ia dapat dituntut untuk

dihukum karena menolak mengdili.’”**
Aturan tersebut kemudian diperkuat daam pasd 16 Undang-Undang No 4

Tahun 2004 yang mengatur bahwa :
"Pengadilan tidek boleh mendlak untuk memeriksa, mengadili, dan

memutus suau pekaa yang digukan dengan ddih bahwa hukum tidak
ada aau kurang jdas mdankan  wgib untlk memeriksa dan

mengadilinya’

Dengen adanya kodifikag, hukum menjadi beku, detis dan sukar berubah
Namun karena hukum bersfa dinamis, maka hekim ssbaga penegak hukum hanya
memandang kodifikes sebaga suau pedoman agar ada kepastian  hukum,
sedangkan  Hakim ddam memberi putusan, hakim harus juga mempertimbangkan
dan mengingat perasaan keadilan yang hidup ddam masyarakat.

Hd ini diatur ddam pasd 28 Undang-Undang No 4 Tahun 2004, yaitu :

B C.S.T. Kansil, Pengantar |Imu Hukum, Balai Pustaka : Jekarta, 1992, Hal 22

M



1) Hakim wagib mengdi, mengikuti, memehami, nila-nila hukum dan
rasa keedilan yang hidup daam masyarakat.

2) Ddam mempertimbangkan beraringannya pidana, hekim  wgib
memperhatiken pula sfat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dengan demikian meka ekan terdgpat keluwesan hukum sehingga hukum
kodifikes berjiwa hidup dan dapat mengkuti perkembangan zaman. Ternyatdah
untuk memberi putusan seadil-adilnya seseorang hekim harus mengingat pula adat
kebiasaan, jurisprudens, ilmu pengetshuan dan akhirya pendgpat hekim  sendiri
ikut menentukan.

Hakim harus mampu mengadili secara adil dan tidek membeda-bedakan
terhadep semua orang. Sdan itu, hakm juga harus dapat menjadi peryeesaan
masadah hukum secara adil sehingga Hekim harus mampu menjadi  penemu
skeigus penggdi  hukum.®* Pada dasanya, hekim mempunya  kebebasan  untuk
menentukan teori apa yang dijadiken pijekan dalam menjatuhkan putusan pidzana35
Ddam menjdankan kebebasan ddam menjatuhkan pidana inilah hekim sebega
menusa dgpa menggunekan daya tafdrnya untuk  menentukan pidana  bagi
terdekwa, sehingga sangat jelas bahwa dadam pengambilan suatu keputusan atau
penjaunan pidana, hekim dipengaruni oleh berbaga faktor. Faktor-faktor inilah
yang menjadi dasx petimbangan hekim ddam menentukan berat-ringannya
pidana yang akan dijatuhkan.

Daam pasal 2 UU No. 4 Tawn 2004 diagur mengena pedoman

pemidanaan, yatu :

% Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Ghdia Indonesia Jekarta, 1988, Hal 64.
% Oemar Seno Adii, Hukum dan Pidana, Erlangga, Jekarta, 1980, Hal 48.
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1) Daam pemidanaan waib dipertimbangkan::
a.  Kesdahan pembuat tindak pidana
b. Maitif dan tujuan melakukan tindak pidana
c. Skap batin pembuat tindek pidana
d. Apeakah tindak pidanadilakukan dengan berencana
e. Caamdakukan tindak pidana
f. Skg dan tindaken pembua sesudeh melakukan tindak
pidana
0. Riwaya hidup dan keadaan sodd ekonomi pembuat tindak
pidana
h. Pengaruh pidana terhadap masa depan  pembuat  tindak
pidana
i. Pengauh tindak pidana terhadap korban aau keuarga
korben
. Pemaafen dari korban darv/atau keluargs; dan/atau
k. Pandangan masyaekat terhadap tindek pidana yang
dilakukan
2) Ringannya perbuatan, keedaan pribadi pembuat aau keedasan pada
waktu dilakuken perbuatan aau yang tejadi  kemudian, dgpat
dijadiken desar pertimbangan untuk tidek menjaiuhkan pidana atau
mengenakan tindakan dengan mempertimbangken segi keadilan den

kemanug aan.



Sdigp putusan  pengadilan bak putusan bebas pdepesan dai  segda
tuntutan pengedilan, bak putusen pidana harus diserta bahan pertimbangan yang
menjadi desy hukum dan dasan putusan itu. Ddam pekara pidana, putusan
pengadilan yang berupa penjauhan pidena harus disata pula faktor-faktor yang
diguneken untuk  mempetimbangkan  berd-ringannya  pidana,  sbagamana
ditentukan pasd 197 ayat (1) huruf f Kitab U ndang-Undang Hukum Acara Pidara.

Memorie Van Todichting dai Strafwetboek tahun 1886, memberikan
pedoman untuk mempertimbangkan berat-ringannya pidana sebagal berikut :

' Ddam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hekim untuk tigp kgadian harus
memperhatikan keedaen obyekiif den subjektif dari tindek pidana yang dilakukan,
harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya’’.

Dadam menentukan Dberatringannya pidana hekim tetap terikat  pada
ancaman pidana yang dissbutken ddam rumusan tindek pidana yang didekwakan
kepada terdakwa. Kebebasan hakim dalam menentukan beratringannya pidana itu
berada diantara batasan minimum umum dan meksmum khusus Maksmum
khusus merupakan pidana maksmum yang dapat dijatunkan kepada terpidana
berdasarkan ancaman pidana maksmum yang dicantumkan daam rumusan Tindak
pidana yang dilekukan tepidana Mengena hd ini Rudan Sdeh menyataken,
bahwa hakim memiliki kebebasan bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat
antara batas meksmum khusus dan minimum umum. Akan tetapi  kebebasan
bergearak itu bukan berati membiarkan hakim bertindek  sawenang-wenang
kebebasan itu dimeksudken untuk memberi kesempalan bagi  hakim  untuk

memperhitungkan sduruh aspek yang berkatan dengan tindek pidana yang terjadi,



mengerai  bera-ringannya  Tindek pidana yang terjadi, mengena berat-ringannya
Tindek pidana Keedaan pribadi petindsk, Usa petindak, Tingkat kecerdasan
petindek keadaan serta suasana waktu Tindak pidana terjadi,

Senada dengan pandangan Rudan Sdeh itu, Oemar Sena  Adji
mengemukakan pandangan bahwa kebebasan hekim  itu  bukanlah  kebebasan
mutlak tanpa batas. Kebebasan hakim harus dipergunakan oleh hakim  untuk
memperhitungkan dfat dan  seriusnya Tindak pidana, keadaatkesdaan yang
meiputi Tindek pidena itu, kepribadian petindak, Usianya, Tingkat Pendidikannya,
Jenis Kelamin, Lingkungannya dan lain sebagainya™
Istileh efektivitas dapat dijdlasken sebaga berikut jika ditinjau dari asd  katanya,
efektivitas berasd dai kata desr efektif yang memiliki  ati ada efeknya
(Akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dapat membawa hesl, berhesil  berguna
( tentang usaha atau tindakannya).®

Berbeda dengan pengeatian diaas Soejono  Soekanto mengemukakan
pendepat bahwa efektivitas addah taraf sampa sgauhmana suatu kelompok dapat
mencapai tujuannya >

Hd ini  menunjukkan bahwa Soeajono  Soekanto  mengemukakan
pendgpainya dengan didasarkan aas penergpan aas berlakunya suatu ketentuan

(kaidah hukum) ddam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan  Purnadi

% Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia, Penerbit IKIP,
Mdang, Hal 66

¥ Ibid

*® pusat Perrbinaan dan Pengermbangan bahasa, kamus bahasa Indonesia , Ediisi |1,
Cetakan ke-9, baa pustaka, Jakarta, 1997, hd 250

® Srerjono Soekanto, “ beberapa aspek social-yuridismasyarakat”, Alumni bandung,
1983, hd 41



Purbacaraka, beiau berdua mengkaitken antara permasdahan efektivitas hukum
dengan hd belakunya hukum ddam maesyarekat, sehingga efektivitas hukum
identik dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, oleh karena itu efektivitas
hukum disini dapat dibedakan atas tiga hdl, yaitu : ©

1. Floxfis, bahwa hukum belaku sebegamena dikenendeki atau dicita
citekan oleh adanya peraturan itu sebagai nila pogtif yang tertinggi ;

2. yuridis, mengacu pada anggapananggapan yang disampaiakan Hans kelsen
dan W. Zeuenbergen, yaitu bahwa hukum itu berlaku sesua dengan bunyi
perumusan atau norma;

3. dologis yatu bahwa hukum itu benar-benar berlaku aau dipatuhi sebab
sesua dengan nilaknilal yang berlaku di masyarake ;

berdasarkan  pengertian-pengertian  mengenai  efektivites hukum  yang  telah
diurackan dialas meka dismpulkan bahwa efektivites hukum addah suau
dergat/tingkat keberhaslan (dipatuhi atau dilanggarnya) suaiu auran hukum dalam
penergpannya di kehidupan masyarakat tertentu yang menjadi ukuran efektif atau
tideknya hukum tersebut dgpat dilihat dari perbandingan antara tujuan yang telah

dicapa dengan tujuan yang diharapkan atau dicita-citakan.

D Soelman B. Taneko, “Pokok -Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat”, Reja Grafindo
Persada, Jakarta, 1993, hal 47



BAB I11

3.1 DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
SANKSI PIDANA BAGI PEKERJA SEKSKOMERSIAL

Dasar pertimbangan hakim ini merupekan langkah mgdis hekim yang
sedang menangani suatu perkara untuk kemudian menjatuhkan putusen aau dapat
dikaekan dasx petimbangan haus dilakukan oleh hekim manekda akan
menjatuhkan putusan. Di ddam pasd 25 Aya 1 UU No. 24 tahun 2004 tentang
kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa : ‘"Segda putusan Pengadilan sdain
harus memuat adasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasd tertentu dari
perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidek tertulis yang
dijadikan dasar untuk mengedili’’.

Hakim di Pengadilan Negei Kepanjen Kabupaen madang ddam
menjaiuhkan semua perkara yang diadili wgib memua dasaxr petimbangan yang
dijadiken desr untuk menjatuhkan putusan. Dasar petimbangan  hekim ini
dimusyavarahkan daam rapat mgdis hakim yang menangani suau perkara
tersebut.

Secara implist di ddam undang-undang tidek diatur secara tegas mengena
penentuan berat-ringannya pidana depat ditemukan bebergpa ketentuan yang dapat
digunakan bagi hakim sebagal pedomean yaitu':

1. Pasd 28 Ayat 2 UU No 4 Tahun 2004 bahwa daam mempertimbangkan
berat-ringannya pidana hakim wagib memperhatiken pula sfaksfa yang

beik den jahet dari S petindgk.
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2. pasd 52 Ayat 1 Rancangan KUHP Tahun 2004 bahwa sebagai pedoman
hakim wgib mempettimbangken kesdahan pembuat, motif  tujuan
dilakukannya tindek pidana, cara meakukan, skap bain pembuat, riwaya
hidup dan keadsen sosad pembuat, sSkap dan tindakan pembuat stdah
melakukan  tindk pidana, pengauh  tindek  pidana yang  dilakukan,
pengaruh pidana terhadgp tindek pidana dilakukan, pengaruh tindek pidana
terhadep korban atau keduarga korban, dan apakah tindak pidana dilakukan
dengan cara berencana

Dengan demikian adanya kebebasan hakim ddam menjauhkan
putusan pemidanaan harus didasarkan pada keyakinan hakim meddui dat
bukti yang sah ditentukan oleh undang-undang, ddam rumusan tindak
pidana yang diatur ddam KUHP maka besar kemungkinan akan tercipta
vaiad putussn yang Sangd  beragam. Ha demikian mengingat
subyektifitas medngmesng hekim  sdbaga  manuga  individu  pedl
terdapat suatu perbedaan.

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Maang
di kepanjen ddam menjatuhkan putusan terhadap Pekerja Seks Komersid

akan disgikan padatabd berikut ini yang antaralain



Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten malang di
K epanjen dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pekerja Seks Komersial

No Nomor Nama Umur Melanggar Putusan Dasar Pertimbangan
Pidana hakim
1 | 42/AdTpr/2007 Khdipah | 33 Pasal 2 PP | Kurungan7 terdakwabelum
PN Kpj Tahun No 44 Th| hari pernah dihukum.
1958 Sub perbuatan terdekwa
Pasd 505 sangat meresahkan
KUHP masyarakat.
terdakwa enyesdi
perbuatannya
terdakwabersikap
sopan di
persidangan.
terdakwamasih
mempunyal
tanggungan terhadap
keluarga
2 | 88/PdTpr/2007 Rahayu 2 Pasal 2 PP | Kurungan . terdakwa bdum
PN Kpj Tahun No 44 Th| 7 hari pernah dihukum.
1958 Qb . perbuatan terdekwa
Pasdl 505 sangat meresahkan
KUHP masyarakat.
. terdakwa menyesdi
perbuatannya.
. terdakwa berskap

sopan di persdangan.

. terdakwa merupakan

tulang punggung
keluarganyadan
memilki tanggungan
terhadap keluarga.
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87/RAdTpr/2007
PN Kpj

Ngatemi

Tahun

Pasal 2 PP
No 44 Th
1958  Sub
Pasl 505
KUHP

Kurungan
7 hai

. terdakwa belum

pernah dihukum,

. perbuatan terdakwa

sangat meresahkan
masyarakat,

. terdakwa menyesdli

perbuatannya.

. terdakwa berskap

sopan di persidangan,

. terdakwa merupakan

tulang punggung
keluarganyadan
memilki tanggungen
terhadap keluarga,
mengaku terus terang
bersdah.

86/PdTpr/2007
PN Kpj

Siain

27
Tahun

Pasal 2 PP
No 44 Th
1958 S
Pasd 505
KUHP

Kurungan
7 hai

. terdakwabdum

pernah dihukum.
perbuatan terdakwa
sangat meresahkan
masyarakat.
terdakwa menyesdi

. perbuatannya.
. terdakwabersikap

sopan di persdangan.

. terdakwa merupakan

tulang punggung
keluarganyadan
memilki tanggungan
terhadap keluarga.




97/AdTpr/2007
PN Kpj

Dars

3
Tahun

Pasal 2 PP
No 44 Th
1958  Sub
Pasl 505
KUHP

Kurungan
7 hai

. terdakwapernah

dihukum.

. perbuatan terdekwa

sangat meresahkan
masyarakat.
terdakwa menyesdi

perbuatannyadan

tidak akan
mengulangi
perbuatan ketiga
kdinya

. terdakwa berskap

sopan di persdangan.

. terdakwa merupakan

tulang punggung
keluarganyadan

memilki tanggungan
terhadap ketiga
Anaknya

mengaku terus

" terang bersdlah.

96/PdTpr/2007
PN Kpj

Yah

Tahun

Pasal 2 PP
No 44 Th
198 b
Pasd 505
KUHP

Kurungan
7 hai

. terdakwabelum

pernah dihukum.

. perbuatan terdakwa

sangat meresahkan
masyarakat.
terdakwa menyesdli

' perbuatannya.
. terdakwaberskap

sopaendi persidangan.

. terdakwamerupakan

tulang punggung
kdluarganya.
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107/PdTpr/2007
PN Kpj

Juakha

Tahun

Pasal 2 PP
No 44 Th
1958  Sub
Pasl 505
KUHP

. terdakwabdum

pernah dihukum.
perbuatan terdakwa
sangat meresahkan
masyarakat.
terdakwa menyesdi
perbuatannya.

. terdakwaberskap

sopan di persdangan.
terdakwa merupakan

tulang punggung
kdluarganya

106/PidT pr/2007
PN Kpj

Riamah

Tahun

Pasal 2 PP
No 44 Th
1958 Qb
Pasdl 505
KUHP

Kurungan
3 hai &
denda Rp

terdakwa pernah dihukum.

1

perbuatan terdakwa
sangat meresahkan
masyarakat.
terdakwa menyesdi
perbuatannyadan
tidek akan mengulangi
perbuatan.

terdakwa berskap
sopan di persdangan.
terdakwa merupakan
tulang punggung
keluarganyadan
memilki tanggungan
terhadap satu anak.

mengaku terus terang
bersdah.
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105/AdTpr/2007
PN Kpj

104/AdTpr/2007
PN Kpj

Mesni

Si
Utamah

Tahun

Tahun

Pasal 2 PP
No 44 Th
1958  Sub
Pasl 505
KUHP

Pasal 2 PP
No 44 Th
1958 Sub
Pasl 505
KUHP

Kurungan
9 hai

Kurungan
9 hari

1. terdakwa pernah dihukum.
2. perbuatan terdakwa
sangat meresahkan
masyarakat.

3. terdakwamenyesali
perbuatannya dan
tidak akan
mengulangi
perbuatan keempat
kdinya

4. terdakwabersikap
sopan di
persidangan.

5. terdakwa merupakan
tulang punggung
kduarganya.

6. mengaku terusterang
bersalah

1 terdakwabdum
pernah dihukum.

2 perbuatan terdakwa
sangat meresahkan
masyarakat.

3 terdakwamenyesdi
perbuatannya.

4. terdakwaberskap
sopen di
persidangan.

5 terdakwamerupakan
tulang punggung
keluarganya.
mengaku terus
terang
bersdah.

Dai tabd tersebut di aas akan diurakan sau-persatu dasar-desar yang menjadi

pertimbangan hakim ddam menjatuhkan putusan terhedap pdaku tindek pidana

pekerja seks komersid sehingga menyebabkan adanya disparitas putusan.




1 Terdakwabeum pernah dihukum

Dari  bebergpa terdakwa, bak KHOLIPAH dengan No. Putusan
42/PidTpr/2007 PN Kpj, rahayu dengan No. Putusan 88/Pid Tpr/2007/PN Kpj,
NGATEMI dengan No. Putusan 87/Pid Tpr/2007/PN Kpj, KASTRI dengan No.
Putusan 83/PidTpr/2007 PN Kpj, DARSI dengan No. Putusan 97/PidTpr/2007 PN
Kpj, YAH dengan No. Putusan 96/PidTpr/2007 PN Kpj, UMIASIH dengan No.
Putusan 111/PidTpr/2007/ PN Kpj, JULAIKHA dengan No. Putusan 107/Pid
Tpr/2007/PN  Kpj, RIAMAH dengan No. Putusan 106/Pid Tpr/2007/PN Kpj,
MESINI dengan No. Putusan 105/Pid Tpr/2007/PN Kpj. SRI UTAMAH dengan
No. Putusan 104/Pd Tpr/2007/PN Kpj, semuanya bedum pernah dihukum. Ha ini
meupakan sdah sau  faktor yang dgpat dijadikan hekim sebaga  desar
petimbangan untuk menjaiuhkan pidana dengan mempertimbangken segi keadilan
dan kemanusiaan yang dapat meringankan terdekwa **

2. Skap terdakwa sdamadi persdangan.

Skgp dan tindsken pembuat sesudeh meakukan tindek pidana Ha ini dapat
dijadiken hekim sdbaga desar pertimbangan ddam menjatuhkan pidana terhedap
para terdakwa. Hakim dapat meringankan pidana dan dapat juga memberatkan
pidana tergantung dai Skgp terdskwa Hakim dgpa menjauhken pidana yang
meringankan gpabila terdakwa setdlah meakukan  kgahatan, mergekui  den
menyesdi  perbuatannya sarta berskap sopan sdama ddam  persdangan, dan
sebdiknya hakim dapat menjaiuhkan pidana yang bisa memberaikan terdskwa

goabila setdah meakukan kejahatan terdakwa tidek mau mengekui  perbuatannya

4 Wawancara dengan Taufan Mandala, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 18 Pebruari
2007, didlah



dau bebdit-bdit dalam memberikan keterangan dan aau tidek akan pernah
menyesai perbuatannya*?

3. Perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat

Di ddam menjaiuhkan pidena hekim wagib mempetimbangken, yatu sdah
sau dasar patimbangan oleh hekim ddam menjaiuhkan putusan yang bisa
memberaken terdekwa sebab  kgahatan yang dilakukan tdah  menimbulkan
dampak yang kurang baik yaitu meresshkan masyarakat di sekitar.

4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Terdakwa merupakan tulang punggung kdluarga Ha ini merupskan sdah sau
faktor yang bisa dijadiken dasar pertimbangan ,0leh hakim ddam menjauhkan
pidana. Pidana akan menimbulkan penderitean yang besar bagi terdekwa maupun
kdluarganya Ketiga terdekwa mash mempunya keduaarga, dengan dasar
pertimbangan terssbut hakim bisa menjatuhkan pidana yang lebih ringan karena
meihat dampak yang aken tejadi pada kduarga terdekwa apabila terdekwa
mendapat pidana yang berat, sebab terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
yang bisamencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.®

Hakim sebagal penegak hukum dan keedilan ddam sstem peradilan, wajib

mengdi, mengikuti, memahami nilarnila hukum dan resa keaedilan yang hidup

ddam masyaakat. Hakim yang memimpin persdangan memeriksa perkarg,

< Wawancara dengan Taufan Mandala, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 18 Pebruari
2007, dideh

8 \Wawancara dengan Taufan Mandala, Hakim Pengacilan Negeri Kepanjen, 18 Pebruari
2007, didlah

# Wawancaradengan Ninil EvaY ustina, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 20
Pebruari 2007, diolah



dimaksudkan addah agar keputusan Hakim sesua dengan hukum dan rasa keedilan
mesyaaka. Setigp  pemutusan  pemidanaan  yang tejadi, jika pengadilan
berpendapat  bahwa terdekwa bersdlah meakukan tindek pidana yang didakwakan
kepadanya (vide Pasd 191 ayat (2) KUHAP). Hakim daam menjatuhkan pidana
harus ddam rangka menjamin tegeknya keedilan, kebenaran dan kepastian hukum
bagi seseorang, secaa sederhana ddam tujuan hukum acara pidana  addah
menemukan kebenaran materiil.

Pengadilan ddam prakteknya, faktor-faktor yang mempengaruhi  ddam
pemidanaan addah hd-hd yang meringankan antara lain terdekwa maesh muda,
berlaku sopan, dan mengekui perbuatannya sedangkan yang memberatkan antara
lan memberikan keterangan yang berbdit-bdit. Tidek mengekui  perbuatannya,
meresshkan masyarakat. Seperti yang tdah diurakan sebdumnya bahwa ddam
KUHP tidak ada pengaturan secara khusus mengena PSK. Tidak ada ancaman
secara tegas olen hukum pidana, ddam KUHP hanya ditemui pasa-pasa seperti
296, 297, dan 506 yang berhubungan dengen progitusi. Dasar hukum kebijakan
dan penanganan wanita PSK yang dilakukan oleh Hakim sebagal pelaksana hukum
tentunya ddam mengambil suau keputusan  harus  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan yang ada Para Hakim di Pengadilan Negeri di Kepanjen
Kabupaten Mdang yang menangani Kkasus penanganan  proditud, ddam
menjatunkan vonis aau putusan kepada para Pekerja Seks Komersa (PSK) yag
berhubungan dengan proditus ini sdah penergpan hukum dimana pada desr
dakwaan yang diguken oleh kepolisan resor mdang di ddam surat dakwaan ini

dan pasd yang dikenaken pasd 2 PP No. 44 tahun 1958 sub pasd 505 KUHP



tentang Pelacuran bukan merupakan Aturan yang konsisten terhadap ancaman yang
dikena PSK ini sehingga PP tersebut tidek bisa ditergpkan di pengadilan negeri
kepanjen di kabupaten maang sendiri mesh bdum memiliki perda yang mengatur
pekerja sks komesd ini, sehingga seenda nya jika penergoan  hukumnya
memakal Perda (peraturan daerah) No. 08 Tahun 2005 tentang LARANGAN
TEMPAT PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL, maka tigptigp daerah
membuat peraturan daerahnya masing-masing ddam mengatas pelacuran. Sdah
sdu nya yang digunakan oleh kota maang pada Bab Il ’Ketentuan Larangan’™ di
Kota Mdang dilarang adanya tempat-tempat pelacuran dan perbuatan cabul bak
yang dilakuken perorangan maupun yang dikordinir oleh bebergpa orang dau
kdlompok. hukuman yang dikenakan tercantum pada pasd 3 yatu Ayat (1) yaitu
Dilarang bagi dapa sga berada di jdan umum aau tempattempat yang mudah
diliha umum, untuk mempengaruhi, membujuk, menawarkan, memikat orang lan
dengan pekataan, isyarat, tandatanda aau pebuaan lan yang dimaksud
menggak meakukan zina aau perbuatan cabul . Pesd 3 Aya (2) yatu
dilarang bagi sSgpa sga berada di jdan umum atau tempaktempat yang mudah
dilihat umum maupun terselubung untuk meakukan perbuatan cabul ™.

Dan pada Pasd 3 Ayat (3) ”’ Dilarang bagi sgpa sga berhenti atau berjalan
mondar-mandir balk dengan kendaraen tidek bermotor aau berjdan kaki di depan
tempat-tempat  tertentu, didekat rumah pengingpan, pesanggrahan, rumah makan
atau warung dan pada tempat-tempat umum yang dalam keedaan remang-remang
dau gdap yang karena tingkah lakunya terssbut dapat mencurigekan  atau

menimbulkan suatu anggapan sebagal pelacuran’’.
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Dan pada Pasd 3 Aya (4) '’ dlaang bagi Sgpa sga bertindak scbaga
mucikari atau perantara dengan mengkoordinir sau atau bebergpa orang  untuk
dipekerjekan sebaga pelacur dan aau memberikan sarana dan prasarana untuk
melakukan perbuatan zina atau perbuatan cabul ™.

Dan pada Pasd 3 Aya (5) ' Dilarang bagi sapa sga bertindek sebaga
beking yang meindungi pelacur dan aau memberikan saan dan prasrana untuk
melakukan perbuatan zina atau perbuatan cabul’’ .

Bab Il 7 Ketentuan sanks Adminigratif’’ Pasd 4 Ayat (1) : ' Setigp
tempat ussha yang terbukti digunekan sebaga tempat berbuat zina atau berbuat
cabul, maka perijinan yang berkaitan dengan usaha tersebut dgpat dicabut dengan
segda akibat hukumnya. Pesdl 4 Aya (2) : Tata cara pencabuten ijin
sebagamana dimaksud ddam pasd (1), akan diatur lebih lanjut dengan Perauran
Kepaa Dagrah.

Bab IV 7 Ketentuan Sanks Pidana ” Pasd 5 : ''Pdanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimeksud daam Pasd 2, Pasd 3 dan Pasd 4, diancam
pidena kuungan pding lama 3 ( tiga ) bulan aau denda pding banyak Rp
10.000.000 (Sepuluh jutarupiah) ™.

Bab V Penyidikan'’ Pasd 6 Ayat (1) : Pegabat Pegawa Negeri Sipil
tetentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebaga
penyidik untuk meakukan penyidiken tindek pidana pelanggaran Peraturan Daerah
ini sebagamana dimeksud daam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum AcaraPidana’.



Pasd 6 Ayat (2) : ' Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), addah:

a

Menerima, mencari, mengumpulkan dan menditi keterangan atau
lgporan berkenaan dengan tindek pidana agar keterangan dau
lgporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

Mendliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengena orang
pribadi atau badan tentang kebenaran pebuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana terseut.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan  dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana.

Meakukan pengdedahan  untuk  mendapatkan barang  bukti
pembukuan, pencaiaan dan  dokumen-dokumen lan @ sata
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Meminta bantuan tenaga ahli ddam rangka peaksanaan penyidikan
tindak pidana

Menyurun berhenti dan aau meaang seseorang  meninggakan
ruangan aau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
pemeriksaan  identitas orang dan aau dokumen yang dibava
sebagamana dimaksud pada huruf e.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
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i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagaimanatersangka atau sakd.
j.  Menghentiken penyidikan.
k. Mdakukan tindekan lan yang pelu untuk kdancaan penyidiken
tindak pidanamenurut hukum yang dapeat dipertanggungjawabkan.
[. Mdakukan tindaken lan menurut hukum yang berleku  untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana
Hakim sebaga penegek  hukum  tentunya ddam  mengambil  suatu
keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada Para hakim
di kepanjen yang menangani kasus PSK ini karena tidek ada aturan yang jelas
mengena PSK ini maka penergpan hukumnya menggunakan dasar peraturan
Daerah No 08 Tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul
Dasr pettimbangan yang digunekan addah mengacu pada orang tersebut
menjadi PSK, untuk latar belakangnya karena dasan himpitan ekonomi misanya
untuk menghidupi kdluarga, biasanya sanks yang diberiken addah berupa denda,
pidana kurungan, biasanya pding lama Cuma 7 hari dan paing sedikit Cuma 3
hari, Apabila denda tersebut tidek dibayar
Alasan ddam meakukan perbuatan oleh peaku harus sddu ditanyakan gpa
dasan mdakukan perbuatan terssbut karena dasan aau sebab terssbut menjadi
dasxr petimbangan hekim ddam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan lan
addah Perda tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul dari kota
Mdang misdnya sga ddam perda terssbut menyatakan seorang PSK ancaman

hukuman kurungan meka tidek mungkin diberikan hukuman lain. Hukumen atau



sanks yang harus diberikan harus sesua dengan perda. Penjatuhan pidana sanks
sdama ini terdgpat kesulitan karena pada pengadilan negeri kabupaten mdang di
kepanjen belum memiliki PP (Peraiuran Pemerintah) ataupun Perda (Peraturan
Dagrah) sehingga keaulitan terletek pada penergpan hukum mengenal sanks  yang
diberikan kepada PSK jika dikatkan dengan Perda kota maang maka perda No 08
Tahun 2005 tentang Larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul tersebut tidak
bisa ditergoken jika diputusken di ddam pengadilan negeri kabupaten mdang di
kepanjen namun secara forma nya depat ditergpkan sedangken secara segi mateiil
nya tidek bisa ditergoken di kabupaten mdang karena locus delictie nya hanya
mencakup kota madang sga, kedua mengena dasar dakwaan acara cepat yang
dikenakan terdakwa menggunaken PP No 44 Tahun 1958 dibuat oleh kepoligan
resor madang addah sdah bukan merupakan peraiuran yang ssh yang mengaiur
PSK mdankan mengena lambang bendera bangsa indonesia, ketiga mengena
pasd 505 KUHP yang dijatunkan kepada PSK tidak sesual karena pasd tersebut
mengatakan barangdgpa bergdandangan  tanpa  pencahaian, diancam  dengan
kurungan pding lama tiga bulan. Jka dilinat dari tersangka mempunya kartu tanda
penduduk maka tidekleh tepat dissbut sebaga gelandangan, namun jika dilihat
tersangka tersebut tidesk mempunya KTP (kartu tanda penduduk) ataupun tanpa
mempunya mata pencaharian yang tetap maka jeladah dikenakan pasd 505 KUHP
tetapi bukan merupakan konsekuens pasal yang dikenakan bagi PSK.

Di deerah kota mdang, pemerinteh daerahnya memiliki peraturan daerah
No 08 Tahun 2005 , tentang larangan tempat peacuran dan perbuatan cabul.

Pemberian sanks mengacu pada BAB 1V tentang ketentuan sanks pidana pasd 5
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yatu 7 Pdanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ddam Pasd 2,
Pasal 3 dan Pasd 4, diancam pidana kurungan pding lama 3 (tiga) bulan aau
denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ™.

Teardagpat 2 macam sanks yang diberikan hakim daam menjatuhkan sanks
kepada PSK, yatu denda, hukumaen kurungan. Setaga sdlah saiu jenis pidana tentu
sga pidana denda bukan dimeksudken sekedar untuk tujuan-tujuen  ekonomis
misdnya sekedar untuk menambah pemeasukan keuangan negara, meankan harus
dikaitkan dengen tujuatujuan pemidanaan. Pidana denda merupakan pidana yang
mewgibkan terdekwa membayarkan sgumlah uang yang teah ditentuken
sbdumnya aau yang tedah dicantumkan ddam vonisnya Hukuman kurungan
merupakan pidana hilangnya kemerdekaan sebagamana pidana penjara, akan tetapi
lebih ringan. Fidana kurungan hanya di ancamkan pada tindek pidana yang sfanya
ringan., seperti tindek pidana pelanggaran dan tindak pidana culpa

Fenomena wanita Pekerja Seks Komersia (PSK) yang ada di Kabupaten
Mdaang dari waktu ke waktu semakin marak bak yang beroperad (praktek) terbuka
d jdarjdan maupun yang berprektek tersdubung, di hote-hotd den diskatik.
Apabila kita mendusuri kawasan aaupun jadanan tertentu antara pukul 19.30-01.30
WIB mata kita akan terbeldak kaget akan kemolekankemolekan tubuh snta dan
gincu merah para penjga seks dengan manjanya menyapa sttigp orang (khususnya
lki-laki) dengan hargpan ada responsf dai orang yang disgpa  Ditutupnya
lokdises kdisari akhir tahun 1997, secara tidek langsung menyebabkan terjedinya
migras  (perpindahan) aed kawasan mangkd para  pramunikmat  aau

pramusyahwat (penjud jasa pemuas nafsu)’ dai lokdisss ke jdanan aaupun

62



tempat-tempat umum lainnya yang sekiranya dgpa dijadiken tempat bertemunya
permintaan jasa pemuas nafsu (konsumen/peanggan) dan penawaran jasa pemuas
nafsu berlangsung (PSK). Banyak ha yang mempengaruhi, menjadikan dasan aau
motivas dari paraPSK yang menawarkan diri di jaanan
3.2 Penjatuhan Pidana terhadap pekerja seks komersial di Pengadilan
Negeri Kepanjen

Pengadilan Negeri Kepanjen addah sebuah lembaga peradilan yang terletak
d Wilayah Kabupaen Mdang. Intendtas perkara yang ditangani untuk diperiksa
dan diputus cukup banyak. Sedah diandisa, berdasarkan sumber data sekunder
yang tdah diolah, jumlah kgahaan yang saing terjadi di wilayah Kabupaten
Mdang di Kepanjen yaitu Pembunuhan, perkosaan, Penganiayaan, Pencurian dan
Progitus. Untuk lebih jedesnya aken diurakan ddam tabe sStuas  krimindites

secara umum di Pengadilan Negerui Kabupaten Mdang di Kepanjen mua tahun

2002 sampa dengan 2007
Tabd |
Jumlah Kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Kepanjen
Tahun 2003-2007
Tahun dan jumlah Tindak Pidana
Jenis Tindek Pidana | 2003 2004 2005 2006 2007 Jumlah
Pembunuhan 8 11 9 3 15 46
kasus Kasus kasus kasus kasus kasus
Perkosaan 7 9 6 2 17 41
kasus Kasus kasus kasus kasus kasus
Penganiayaan 9 3 5 8 12 37
kasus Kasus kasus kasus kasus kasus
Pencurian 6 40 (53} 5 A 200
kasus Kasus kasus kasus kasus kasus
Prostitusi 5 3 8 1n 13 40
kasus Kasus kasus kasus kasus kasus
Sumber : Data sekunder, diolah 2007




Berdasarkan tabd tersebut di aas akan diuraigkan mengena vonis Pengadilan
Negei Kabupaten Mdang di Kepanjen terhadep kegahatan yang saing terjadi di
wilayah Kabupaten Mdang mula tahun 2002 sampa dengan Tahun 2007, pada
tahun 2003 jumlah kasus pembunuhan sebanyak 8 kasus, perkossen 7 kesus, kesus
Penganiayaan sebanyak 9 kasus, pencurian sebanyak 36 kasus, proditus  sebanyak
5 kasus pada tehun 2004 jumlah kasus pembunuhan sebanyak 11 kasus, perkossan
9 kasus, kasus Penganiayaan sebanyak 3 kasus, pencurian sebanyak 40 kasus,
progitus sebanyak 3 kasus, pada tahun 2005 jumlah kasus pembunuhan sebanyak
9 kesus, perkossen 6 kasus, kasus Penganiayaan sebanyak 5 kasus, pencurian
sebanyak 65 kasus, proditus sebanyek 8 kasus pada tahun 2006 jumlah kasus
pembunuhan sebanyak 3 kasus, perkosaan 2 kasus, kasus Penganiayaan sebanyak 8
kasus, pencurian sebanyek 25 kasus proditus sebanyak 11 kasus pada tahun
2007 jumlah kasus pembunuhan sebanyak 15 kasus, pekossen 17 kasus, kasus
Penganiayaan sebanyak 12 kasus, pencurian  sebanyek 34 kasus,  proditug
sebanyak 12 kasus

Tindek pidana ringan proditus merupekan sdah stu tindek pidana yang
pding sxing teajadi di wilayah Kabupaten Mdang di Kepanjen, yatu ddam 5
Tahun terakhir, mula tahun 2003 sampa tahun 2007 terdapat 40 Kasus secara
umum. Sedangken tindek pidana pembunuhan mula tahun 2003 sampa  dengan
tahun 2007 terdgpat 46 kasus. Sedangkan tindak pidana perkossan mula tahun
2003 sampa dengen tahun 2007 terdgpat 41 kasus. Sedangkan tindak pidana
penganiayaan mula tahun 2003 sampa dengan tahun 2007 terdgpat 37 kasus

Sedangkan tindek pidana pencurian mula tahun 2003 sampa dengen tahun 2007



terdapat 200 kasus. Dari andisa tersebut diatas dapat dismpulkan bahwa tindak
pidana proditus secaa umum mula tahun 2002 sampa 2007 lebih sadikit jika
dibandingkan  dengan  tindek  pidana  Pembunuhan, perkossan,  maupun
penganiayaan, sedangkan pada tahun 2007 tindak pidana pencurian lebih  banyak
dibandingkan  dengan

pembunuhan, perkossan maupun proditud. Sedangkan untuk kasus proditus  yang

tindsk pidana yang lannya bak itu tindek pidana
sudah divonis oleh pengadilan Negeri Kabupaten Mdang di kepanjen yang terjadi
padatahun 2007 aken disgikan padatabd berikut ini.

TABEL I.
PUTUSAN KASUS PROSTITUSI PADA TAHUN 2007

DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN

No

Nomor

Nama

Umur

Meanggar

Putusan
Pidana

Tanggd

Hakim

42/AdTpr/2007
PN Kpj

Khalipah

33
Tahun

Pasal 2 PP
No 44 Th
1958  Sub
Pasd 505

KUHP

Kurungan
7 hari

24 i 2007

Ninil evaSH

88/RdTpr/2007
PN Kpj

Rahayu

29
Tahun

Pasal 2 PP
No 44 Th
1958  Sub
Pasd 505
KUHP

Kurungan
7 hari

24 i 2007

Ninil evaSH

87/RdTpr/2007
PN Kpj

86/PidTpr/2007
PN Kpj

Ngatemi

Sidin

Tahun

27
Tahun

Pasal 2 PP
No 44 Th
1958 Sub
Pasl 505
KUHP

Pasal 2 PP
No 44 Th
1958  Sub
Pasl 505
KUHP

Kurungan
7 hari

Kurungan
7 hari

24 i 2007

24 i 2007

Ninil evaSH

Ninil evaSH

83/RdTpr/2007
PN Kpj

K adtri

Tahun

Pasal 2 PP
No 44 Th
1958 Sub
Pasal 505
KUHP

Kurungan
3 hari dan

denda Rp

17 duli 2007

Martahan
Pasaribu  SH.
Mhum




97/AdTpr/2007 | Dars 31 Pasal 2 PP Kurungan 14  Agudus| Ninil evaSH
PN Kpj Tahun No 44 Th 7hai 2007
1958 b
Pasal 505
KUHP
96/PidTpr/2007 | Yah 50 Pasal 2 PP Kurungan 14  Agusgus| Ninil evaSH
PN Kpj Tahun No 44 Th 7hai 2007
1958 Sub
Pasal 505
KUHP
111/AdTpr/200 | Umiash | 34 Pasal 2 PP Kurungan 14 September | Taufan
7PN Kpj Tahun No 44 Th 3hai 2007 Mandda SH
1958 b MHum
Pasal 505
KUHP
TABEL 11
PUTUSAN KASUS PROSTITUSI PADA TAHUN 2007
DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
108/AdTpr/200 | Sriatin 27 Pasal 2 PP Kurungan 4 September | Martahan
7PN Kpj Tahun No 44 Th 7hai 2007 Pasaribu  SH
1958 Sub Mhum
Pasal 505
KUHP
107/AdTpr/200 | Julakha 35 Pasal 2 PP Kurungan 4 September | Martahan
7PN Kpj Tahun No 44 Th 3 hai & 2007 Pasaribu  SH
1958 Sub denda Rp. Mhum
Pasal 505 125000,
KUHP
106/PdTpr/200 | Riamah 36 Pasal 2 PP Kurungan 4 September | Martahan
7PN Kpj Tahun No 44 Th 3 hai & 2007 Pasaribu  SH
1958 Sub denda Rp Mhum
Pasal 505 125000.-
KUHP
105/AdTpr/200 | Mesini 35 Pasal 2 PP Kurungan 4 September | Martahan
7PN Kpj Tahun No 44 Th 9hai 2007 Pasaribu  SH
1958 Sub Mhum
Pasal 505
KUHP
104/RdTpr/200 | Sri 32 Pasal 2 PP Kurungan 4 September | Martahan
7PN Kpj Utamah | Tahun No 44 Th 9hai 2007 Pasaribu  SH
1958 b Mhum
Pasal 505
KUHP




Tabd diaas menunjukkan bahwa tidak hanya deda yang dijatuhkan hakim kepada
terdakwa Pekerja Seks Komersd (PSK) tapi juga hukuman kurungan. Hukuman
kurungan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 44 Th 1958 Sub Pasal 505
KUHP pemberian sanks mengacu pada Pesd 2 yaitu Hukuman kurungan diatas
hanya 10 hari. Berdasarkan tabel tersebut diatas akan diuraiakan satu persaiu kasus
Progtitus yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2007.

Berdasarkan tabd tersebut di atas akan diuaralkan satu persatu mengena
penjaiuhen sanks dleh hakim terhedap pekerja seks komersd yang tejadi pada
tahun 2007.

Pada pelaku pekerja seks komersid atas nama KHOLIPAH, Umur 33
Tahun, melanggar Pasal 2 PP No. 44 Tahun 1958 Sub Pasal 505 KUHP. Jaksa
Penuntut Umum menuntut agar terdskwa dijatuhi pidana 5 hari, sedangkan hekim
menjatuhkan pidana penjaa sdama 7 hai dengan dasar pertimbangan, yaitu
terdakwa bdum pernah  dihukum, pebuatan terdakwa sangat meresahkan
mesyarakat, terdekwa menyesdi perbuatannya, terdekwa berskep sopan  di
persdangan, terdakwa masih mempunya tanggungan terhadep keluarga.

Pada pelaku pekerja seks komersid atas nama RAHAYU, Umur 29 Tahun,
melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasd 505 KUHP. Jaksa Penuntut
Umum menuntut agat terdekwa dijatuhi pidana 5 hari, sedangken hakim
menjauhkan pidana penjaa sdama 7 hai dengan dasxr pertimbangan, yatu
terdekwa beum penah  dihukum, perbuatan terdekwa sangat meresahkan

mesyarakat, terdekwa menyedi perbuatannya, terdekwa berskep sopan  di
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persdangan, terdekwa merupakan tuleng punggung kduarganya dan  memilki
tanggungan terhadap keluarga

Pada pelaku pekerja seks komersid atas nama NGATEMI, Umur 30 Tahun,
melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasd 505 KUHP. Jaksa Penuntut
Umum menuntut aget terdekwa dijaiuhi pidana 5 hari, sedangkan hakim
menjauhkan pidana penjaa sdama 7 hai dengan desxr pertimbangan, yatu
terdekwa bedum pernah  dihukum, perbuatan terdekwa sangat meresahkan
masyaraket, terdekwa menyesdi perbuatannya, terdekwa berskap sopan di
persdangan, terdekwa merupekan tulang punggung kduarganya dan  memilki
tanggungan terhadap keluarga, mengaku terus terang bersaah.

Pada pdaku pekerja seks komergd atas nama SRIATIN, Umur 27 Tahun,
melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasd 505 KUHP. Jaksa Penuntut
Umum menuntut agat terdekwa dijatuhi pidena 5 hai, sedangken hekim
menjaunkan pidana penjaa sdama 7 hai dengan dasar petimbangan, yatu
terdekwa beum penah dihukum, perbuatan terdekwa sangat meresahkan
mesyarakat, terdeskwa menyesadi perbuatannya, terdekwa berskgp sopan di
persdangan, terdekwa meupekan tulang punggung keduarganya dan  memilki
tanggungan terhadep keduarga, mengeku terus terang bersdah dan berjanji tidak
akan lagi mengulangi perbuatannya

Pada peaku pekerja seks komersd atas nama KASTRI, Umur 48 Tahun,
melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasd 505 KUHP. Jaksa Penuntut
Umum menuntut aget terdekwa dijatuhi pidana kurungan 3 hai dan denda Rp

150.000, sedangken hakim menjatuhkan pidana kurungan sdama 3 hai dan denda



Rp 150.000 dengan dasar pertimbangan, yaitu terdekwa beum pernah dihukum,
perbuatan  terdekwa sangat meresshkan masyarakat, terdekwa menyesdi
perbuatannya, terdakwa berskep sopan di persdangan, terdakwa merupakan tulang
punggung keduarganya dan memilki  taggungen terhadgp kduarga, mengaku terus
terang bersalah.

Pada pelaku pekerja seks komerdgd aas nama DARS, Umur 31 Tahun,
melanggar Pasd 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasa 505 KUHP. Jaksa Penuntut
Umum menuntut agat terdekwa dijatuhi pidana kurungan 5 hari dan denda Rp
150.000, sadangken hekim menjaiuhkan pidana kurungan sdama 7 hai, dengan
dasr pertimbangan, yaitu terdekwa beum pernah dihukum, perbuatan terdakwa
sangat meresshkan masyarakat, terdekwa menyesdi  perbuatannya, terdakwa
bersikap sopan di persidangan,

Pada peaku pekerja seks komersd atas nama YAH, Umur 51 Tahun,
melanggar Pasd 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasd 505 KUHP. Jaksa Penuntut
Umum menuntut aget terdskwa dijauhi pidana kurungan 7 hari sedangkan hakim
menjauhkan pidana kurungan sdama 7 hai dengan dasxr pertimbangan, yaitu
terdekwa pernah dihukum tetapi mengaku bersdah dan menyesdi perbuatannya
dan tidek akan mengulangi perbuatan lagi.

Pada pelaku pekerja seks komersd aas nama UMIASIH, Umur 34 Tahun,
melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasd 505 KUHP. Jeksa Penuntut
Umum menuntut aget terdskwa dijatuhi pidana kurungan 3 hari sedangkan hakim
menjauhkan pidana kurungan sdama 3 hai dengan dasx pertimbangan, yatu

terdakwa bedum pernah  dihukum, perbuatan terdekwa sangat meresahkan
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masyarakat, terdekwa menyedi perbuatannya, terdekwa berskep sopan  di
persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya

Pada pelaku pekerja seks komersa atas nama SRIATIN, Umur 27 Tahun,
melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasal 505 KUHP. Jaksa Penuntut
Umum menuntut aget terdekwa dijatuni pidana kurungan 7 hai dan denda Rp
150.000, sedangken hakim menjaiuhkan pidana kurungan sdama 7 hari dan denda
Rp 150000 dengan desar petimbangan, yatu terdskwa pernah  dihukum,
perbuatan  terdekwa sangat  meresshkan  masyarekat, terdakwa menyesd
perbuatannya dan tidek akan mengulangi ketiga kainya

Pada pelaku pekerja seks komersd aas nama JULAIKHA, Umur 48
Tahun, melanggar Pasd 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasd 505 KUHP. Jaksa
Penuntut Umum menuntut agat terdekwa dijaiuni pidana kurungan 3 hari dan
denda Rp 125000, sedangken hakim menjatuhkan pidana kurungan sdama 3 hari
dan denda Rp 125.000 dengan dasx petimbangan, yaitu terdekwa bdum pernah
dihukum, perbuatan terdskwa sangat meresahkan masyaraket, terdakwa menyesdi
perbuatannya, terdakwa berskgp sopan di persdangan, terdakwa merupakan tulang
punggung keduarganya dan memilki  tanggungan terhedap kduarga, mengaku terus
terang bersalah.

Pada peaku pekerja seks komersd aas nama MESINI, Umur 35 Tahun,
melanggar Pasa 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasd 505 KUHP. Jaksa Penuntut
Umum menuntut aget terdekwa dijatuhi pidana kurungan 9 hai dan denda Rp
150.000, sedangkan hakim menjauhkan pidana kurungan sdama 9 hai  dengan

desxr pertimbangan, yatu terdekwa pernah dihukum, perbuatan terdakwa sangat
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meresshkan  masyarekat, terdekwa menyesadi perbuatannya dan  tidek aken
mengulangi  perbuatan keempat kdinya terdekwa berskgp sopan di  persdangan,
terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, mengaku terus terang bersdah.

Pada pelaku pekerja seks komersd atas nama RIAMAH, Umur 36 Tahun,
melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasd 505 KUHP. Jaksa Penuntut
Umum menuntut aget terdekwa dijatuhi pidana kurungan 3 hari dan denda Rp
125..000, sedangkan hakim menjatuhkan pidana kurungan sdama 3 hari dan denda
Rp 125000 dengan dasar petimbangan, yatu terdskwa penah  dihukum,
perbuatan terdekwa sangat meresshkan masyarakat, terdekwa menyesdi
perbuatannya dan tidek aken mengulangi pebuaian ketiga kdinya terdskwa
berskgp sopan di perddangan, terdekwa merupekan tulang punggung keuarganya
dan memilki tanggungan terhadep satu anak, mengaku terus terang bersalah.

Pada peaku pekerja seks komersa aas nama SRI UTAMAH, Umur 32
Tahun, melanggar Pasd 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasal 505 KUHP. Jaksa
Penuntut Umum menuntut agat  terdekwa dijaiuhi  pidana kurungan 7 hari,
sedangken  hakim  menjatuhkan pidana kurungan sdama 9 hai dengan desar
pertimbangan, yatu terdekwa bdum pernah dhukum, perbuatan terdakwa sangat
meresshkan masyarakat, terdekwa menyesai perbuatannya, terdakwa berskap
sopan  di  perddangan, tedskwa meupskan tulang  punggung  keluarganya,
mengaku terus terang bersalah.

Berdasarkan uraan dari tabel di aas mengenal penjatuhan sanks pidana
oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten mdang terhadep para peaku

Proditus yang tejadi pada tahun 2003 sudah jeas bahwa terdapat adanya
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perbedaan putusan terhadap mesingmaesing peaku dimana perbedaan tersebut
didesarkan atas pertimbanganpertimbangan bak yang meringankan maupun yang
memberatkan.

Yang meingankan, yaitu : bdum pensh dihukum, beskap sopan,
menyedi  perbuatannya, mempunyal tanggungan keluarga, berjanji tidek ekan lagi
mengulangi  perbutannya, mengeku terus terang. Sedangkan yang memberatkan,
yaitu terdakwa telah menikmati hasilnya, perbuatannya meresahkan masyarakat.®
3.3 Efektivitas penjatuhan pidana tersebut dalam penanggulangan pekerja
seks komersial jalanan.

Istileh  efektivites dapat dijdaskan ssbaga beikut jika ditinjau dari asd
katanya, efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang memiliki ati ada efeknya
(Akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dapat membawa hesl, berhesil  berguna
( tentang usaha atau tindakannya).*®

Efektivitas hukum addah suatu dergat/tingkat keberhesilan (dipatuhi  atau

dilanggarnya) suau auran  hukum ddam  penegoannya di kehidupan
mesyarekat tertentu yang menjadi ukuran efektif aau tideknya hukum tersebut
depat dilihet dari perbandingan antara tujuan yarg tdah dicgpa dengan tujuan
yang dihargpkan atau dicta-citakan.

C.1 Redita eektivitas penergpan sanks pidana aas penjauhan pekerja seks

komersd di jdanan

*® Wawancara dengan Taufan Mandala, Hakim Pengacilan Negeri Kepanjen, 18 Pebruari
2007, diolah.

% Pusat Pembinaen dan Pengembangan bahasa, kamus bahasa Indonesia, Edisi 11, Cetakan
ke-9, bala pudaka, Jakarta, 1997, hd 250
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Penegakkan hukum addah suatu tindekan yang pedti dilakukan yatu upaya
menergpkan  hukum aas suatu  kgadian, sehingga terdgpat kesan  bahwa
penegekkan hukum itu sedemikian sederhana nya tetgpi ddam kenyataen kesan itu
tidek dapat dibenarken karena yang tejadi sebenanya addah penegakkan itu
mengandung pilihan dan kemungkinan, karena penegekkan hukum tidek depat
dipisshkan dai ketelibatan manuda yatu yang menegekkan hukum den yang
dikena aau dijauhi hukuman. Penegakken hukum dari birokras pemerintahan
yatu dilsksanaken oleh caur wangsa penegek hukum ddam gaen citicd legd
dudy. Sdah sau  penyebab tidek terleksananya  penegekkan  hukum  oleh
caurwangsa penegek hukum addah rendahnya kudites dari penegek  hukum.
Kuditas catur wangsa penegakkan hukum disni addah ddam ati kemampuan dan
kemahiran penegek hukum ddam menangani kesus atas permasdahan  hukum
tetentu, Dimana keterbatasan pengetahuan dan  pemahaman tersebut  akan
menyebabkan perbedaan peseps ddam  menghadapi kasus, sehingga  akan
menyebabkan kesulitan daam penegekken hukum tetgpi tideklah mungkin  suaiu
penegekkan  hukum dapat bejdan  efektif goabila hanya mengandakan
caurwangsa hukum sga, kesadaran dan kerdaan masyarekat ddam berpartispas
sangat membantu  penegakkan hukum dan hd terssbut depat dditumbuhkan lewat
proses soddisas dan edukas dari pemerintah.

Upaya yang tdah dilakukan pemerintah kabupaten madang ddam mengatas
pelanggaran perda.
Dinas Pamong prga (digpol PP), sdbaga sdah sau ingans pemerintah yang

bertugas menegakkan perauranperaturan dagrah di kabupaten maang. Lebih
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sering menggunekan cara penertiban lewat razia dengan goarat penegak lainnya
yang dilakukan secara rutin, sesua dengan agenda bulanan, disata  upaya
pencegahan dengan membuat pos-pos pengawasan aau satuan penertiban dilokas
yang rawan tempa mangkanya pekerja seks komersad. Sehingga kondis yang
sring tejadi addah banyak pekeja seks komersa yang meakukan pelanggaran
lagi.

Untuk lebih memakamakan sumberdaya pdaksang, yang ddam hd ini addah
petugas pamong prga sebaga pelaksana di lgpangan. Pada bulan september 2007
Menurut kepda  bagian hukum pemerintahan kabupaten maang meksud dan
tujuan diadekan Diklat Polis Pamong Prga Menurut Kepda bagian Hukum
Pemerintahan Kabupaten mdang yakni  meningkatkan pengetahuan, kemampuan,
ketrampilan dan wawasan di bidang pdaksanean perda sesua dengan  ketentuan
dan penegakken ketetiban  umum, menyamakan perseps  terhadgp pola
pengamanan dan penatiban terhadgp pdanggaran  perda, menanamkan  dan
membentuk gparat polis pamong prga yang bertanggung jaweb terhedap tuges,
berdigplin dan mempunya semanga kerja yang tinggi. Sdan untuk meengkepi
pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan juga untuk menanamkan dan membentuk
goaa polis pamong prga yang bertanggung jawab terhedap tuges, displin dan
kerja keras, sehingga tewujud sumber daya gparatur yang profesond, penuh
dedikas dan loyditas tinggi dengen tetap memperhaikan skap morad yang luhur,
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shingga menjadi motor penegak ddam upaya penetiban, pengamanan, serta
pengawasan di K abupaten Malang yang saet ini d rasa sangat kurang.”

Dilgpangan, satpol PP sudah rutin menggear operas  penertiban  pekerja
seks komersd di Janan, bahkan sering pula bentrok dengan preman pada Saat
PSK tersebut dibawah ke kantor Satpol PP.

Ddam menjaiuhkan putusan terhedap pelanggaran Perda dalam  acara
pemeriksaan ddang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Kabupaten maang
d  kepanen, hakim sddu mempetimbangkan  putusannya  berdasarkan
pertimbangan berikut ini :*

1. LawJdudtice

Hakim memaka petimbangan yuridis forma, yatu memandang adanya
perauran hukum yang mengatur tentang pearangan putusan yang dijaiuhkan oleh
heakim ddam peadilan ini nattinga aan mencerminkan adanya  keadilan
berdasarkan  hukum. Hakim juga mempetimbangkan adanya peanggar yang
sbdlumnya juga disdang karena meanggar perda (mengulangi pelanggaran perda
yang sama), aau yang melanggar lebih dari satu perda ddam satu waktu atau juga
pedanggar kambuhan (contohnya pada peanggaran perda peda tentang Wanita
tuna susila).

2. Mord Judtice

Pdanggaran aas peda sebaga auran yang dibuat  untuk  menjaga

ketentraman masyarekat addah jelas bertentangan dengan mord, karena

perda merupakan produk hukum yang dibuat pemerinteh yang juga usulan

# Wawancara dengan Hadi Siswvanto Anwar, SH,Msi, Kepala Bagian Hukum pemkab
Maang, Diolah.
® Wawancaradengan Taufan Mandala SH MHum. Hakim PN Kepajen, Diolah.
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dari masyarakat. Disni hekim ddam menjauhi hukuman juga berpatokan
pertimbangan ini dalam menentukan berat atau ringannya hukuman.
3. Pertimbangan Kemanusiaan
Daam menjaunkan putusan, menentukan besar kecilnya denda atau berat
ringanya sakd yang dijaubkan, hakim juga meiha kondis individu
terdekwa. Pada umumnya yang dipetimbangkan ddam hd ini addah
kondis ekonomi g terdekwa
Antara hakim yang satu dengan hekim yang lan. Bera ringannya sanks yang
diputuskan belum tentu sama, karena hd itu juga bergantung dari keterangan yang
dibeiken polis pamong prga dan apaa kepolisan sebaga  petuges yang
menangkap sekdigus sakd, sata petimbangan hekim sebagamana yang telah
dijelasken distas. Namun disni penulis mendapatkan informes tentang tidek ada
nya Perda yng dipaka sebaga acuan terhadap pdanggaran pekerja seks komersd
d kabupaen mdang yang mengaur mengena sankd  yang dijauhkan di
pengadilan.
331 Hambatanhambatan ddam upaya penergpan sanks pidana atas pelanggaran
perda
Dadam menegakkan perda dan menekan jumlah pelanggaran aas perda di
Kabupaten Mdang, sdain kendda eksternd yaitu :
Dai ddam dines polis pamong prga sendiri juga dihadapkan pada berbaga

kendda (kenddainternd), antaralain :
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1 jumlah pesonil (petuges penatiban lgoangan) termasuk  jumlah  penyidik
pegawa negei dpil (PPNS) jika dibandingkan dengan jumlah perda yang
herus dijalankan.
2. Saana trangportas yang jumlah dan kondisnya kurang memadai, sehingga
ddam meakukan penertiban, terkadang harus meminta bantuan dari Badan
Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat, serta kendaraan dari Dinas
sosd Kabupaten malang.
3.32 Solus yang hendeknya ditempuh dalam mengaias pelanggaran perda

Jka dilihat dai penergpan sanks aas peanggaran perda-perda diates,
hampir sduruhnya berupa sanks ddam bentuk denda yang tergolong lebih ringan
daripada ketentuan atau sanks yang tercantum pada perda Ha tersebut sepertinya
yang membuat sanks pidana aas pelanggaran perda di Kabupaten maang menjedi
tidek efektif, bahkan tidak membuat efek jera sebagamana mestinya *°

Memang jika dikatakan, efektivitas peaksanaan upaya aparat  penegak
hukum dipengaruhi mangemen ddam ssbuah organisas atau indand yang ddam
ha ini addah Sapol PP ddam hd skgp pdaksana, sumber daya gparat peaksana,
kemampuan memahami dana serta sarana penunjang dadam upaya penertiban,
namun disamping itu semua, ada hd yang tidek kdah pentingnya, yaitu upaya
penergpan sanks  hendaknya benar-benar  diputus dengan petimbangan  harus
membuat para pdanggar jera, tidek mengulangi perbuatan serupa, serta membuat

orang lain aau masyarakat umum jugatidak ikut melakukan tindakan yang sama.

® Wawancara dengan Hadi Siswvanto Anwar, SH,Msi, Kepala Bagian Hukum pemkab
Maang, Diolah.
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Memberikan sankd  yang terhadep pdanggar peda bukanlah  sebush
tindeken yang tidek memperhatiken rasa iba, gpdagi tidek manusiawi, tetapi hd itu
justru  mengandung  unus  mendidik dan  meaih mesyarakat  khususnya
dikebupaten maang menjadi sadar hukum dan menjadi contoh bak bagi
mesyarakat di daerah lain, terutama masyarakat kepanjen.

Upaya memekamakan penegekkan hukum yang sdama ini  dilskukan oleh
pemerintah Kabupaten Maang, seperti :

1. meningkatkan kuditas para penegak hukum, terutama Dispol PP, dengan
memberi  pendidiken untuk lebih memakamadkan sumber daya pdaksang,
ddam hd ini addah petuges pamong prga sdbaga peaksana di lapangan,
dengan  maeksud dan  tujuen  diadeken  meningketkean  pengetahuan,
kemampuan, keterampilan dan wawasan di bidang peleksanaan perda sesua
dengan ketentauan dan penegakkan ketertiban umum menyamakan perseps
tehadep pola pengamanan dan penatiban terhadap peanggaran perda,
menanamkan dan membentuk gparat polis pamong prga yang bertanggung
jawab terhadgp tuges berdidplin dan mempunya semangat kerja yang
tinggi, juga untuk menanamkan dan membentuk goarat polis pamong prga
yang bertanggung jaweb terhadap tuges, displin dan kerja keras, sehingga
tewujud sumber daya gpardur yang profesond, penuh dedikes den
loyditas tinggi sehingga menjadi motor penngerak ddam upaya penertiben,
pengamanan, seerta pengawasan kabupaten maang.

2. memberiken penyuluhan tentang peraturanperaturan yang berleku  bagi

mesyarekat di  kepanjen dan himbauan untuk menaati  peraturan yang

78



berlaku bagi masyarakat di Kabupaen Mdang dan himbauan untuk menaati
perauran perda tersebut dengan cara langsung, pemasangan iklan himbauan
masyarakat di spanduk, sdebaran, mediatdevis, sartaradio.

3. menambah jumlah personil polis pamong prga dan petugas  penyidik
pegawa negeri gpil, agar penegekken hukum dan kegiatan operas  di
lgpangan lebih efektif, mengingat jumlah perda yang harus dilaksanekan
cukup banyak.

4. menambah fadlitas pendukung operas di lgpangan seperti  kendaraan
operas pamong prga

Upaya-upaya tersebut diatas yang dilakukan dengan didasari faktor -faktor :

1. pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum.

2. Skap luges (zakdijk) dari para penegak hukum.

3. penyesudan peauran  yang berlaku  dengan  perkembangan
teknologi mutakhir.

4. penerangan dan penyuluhan mengena perd@uran yang berlaku di
masyarakat.

5. memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami

peraturan yang baru dibuat.
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BAB IV

PENUTUP

Memang tidek peneh ada yang menghargpkan adanya proditus, namun
banyak faktor yang dgpat memicu timbulnya praktek progitus. Banyak cara tdah
dilakukan untuk menekan maupun Mmenghapusya, peraturan  perundang-undangan
yang diberlakukan termasuk adanya razia-razia yang dilakukan kurang efektif.

A. KESIMPULAN

1 Bahwa proses peadilan terhadep terdekwa PSK  berdasarkan
KUHAP maka menggunakan cara pemeriksaan cepat  karena
termasuk dalam tindak pidanaringan.

2. bahwa dasx petimbangan hukum yang diambil olenh hekim yang
mengadili terdekwa PSK addah sdah penergpan hukumnya karena
tidk ada auran yang jelas mengena PSK ini, dimana hakim
pengadilan negeri  kabupaten mdang di  kepanjen tefokus peda
sakg-sanks  yang dijatuhkan olen kepolisan resort mdang yatu
penergpan hukumnya menggunakan PP No 44 tahun 1958, pedahd
dari kenyataan bahwa PP No 44 tahun 1958 tidek mengatur
mengena  pelacuran. Sedangkan PP No 44 tahun 1958 sebenarnya
addah mengatur mengena lagu kebangssan indonesia raya Hakim
sanjutnya bertanya kepada terdskwa sau  persaiu,  termasuk
identitas  terdakwa, memeriksa kartu identitas, apa dasan dau

motivas  terdekwa menjadi PSK, juga mdiha gpakah terdekwa



terssbut merupakan reddivis aau bukan untuk menentukan aau
untuk dijadikan dasr pengambilan keputusan. Setigp jawaban dari
pertanyaan yang digukan dicaat, juga terdskwa merupakan
resdivis yang kemudian dipetimbangkan pidana gpa yang akan
dijatunkan. Keputusan penjauhan pidara dilkukan pada sadt itu
juga Apabila terdekwa merupakan reddivis, dasan mengapa
menjadi PSK  meyakinkan hakim kemungkinan penjauhan sanks
ringan, separti denda antara Rp. 15.000 sampa Rp. 20.000, namun
goabila terdekwa  meupskan  reddivis  sing tertangkep
kemungkinan besr hekim akan menjauhkan hukuman berupa
kurungan pding lama 15 hari.

. Tidek efektifnya penjatuhan pidana terhadap PSK ddam Kabupaten
madang di kepanjen dapat diliha mash banyeknya PSK yang
beroperad terbuka di  jdatjdan maupun  yang  berpraktek
tersdubung, di hotethotd dan diskotek. sedangkan meskipun upaya
penutupan lokaisas PSK tdah dilakukan, tetapi kenyataannya PSK
tetep ada sampal sekarang. Berbagal kasus tentang PSK yang terjadi
d Kabupaen Mdang semekin lama semekin banyak ini dgpa
dilinet dai banyaknya kasus tindek pidana ringan yang dilimpahkan
ke pengadilan negeri. Pada umumnya dSdang dilakukan keesokan
hainya stdah berkas digukan. Tepi ada juga yang langsung
disdangkan pada hai itu juga Proses pesdangen dilakukan

dengan wakitu sesngkat mungkin. Banyaknya jumlah PSK ini

81



menunjukkan masih rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat
terhadgp hukum dan menghormati masyarakat lain. Dari usaha razia
ternyata wanita PSK yang terkena razia antara dua puluh sampai
tiga puluh orang, dengan uda antara 15-45 tahun dengan asd daerah
yang bevaias pula dantaranya sbagian besy dai  dagrah
kabupaten madang. Diantara hesl razia oleh gpaa kepolisan
maupun polis pamong prga terdapat terdskwa yang merupakan
resdivis yang sing tertangkap. Kemungkinan besar hakim aken
menjatuhkan hukuman berupa kurungan pding lama 15 hai. Jka
dilinat dari penergpan sanks ddam bentuk denda yang tergolong
lebih ringan daripada ketentuan aau sankd yang dikengkan oleh
hakim. Ha terssbut sepertingya yang membuat sanks pidana PSK
menjadi tidek efektif. Sdanjutnya dilakukan upaya represf dengan
memperketat operad di jaadan dan menindak tegas masyarakat

yang tertangkap tangan sebagai PSK.
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A. SARAN

1 Seyogyanya masyareka luas bak praktid, gpard, maupun akademis
lebih mengetahui dan memahami latar beakang atau faktor-faktor
penyebab dari seseorang sam@E mesuk ddam dunia prodtitus. Dan
tidak hanya bisa menghujat atau menyalahkan secara sepihak seseorang
yang masuk dunia progtitus.

2 seharusnya para prektis dan gparat, maupun Pemerintah Daerah segera
membuat Peraturan Daerah yang bekatan mengena  Larangan
Peacuran dan perbuatan cabul sekaigus memberikan kepasian  hukum
ddan penegakkannya Dengan adanya sanksi  pidana  dihargoken
timbulnya kesadaran bagi para pihak yang berkatan dengan larangan
peacuran dan perbuatan cabul, sekaigus memberikan kepastian hukum

bagi para pihak yang melanggar, Penuntut Umum dan Hakim.
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